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BONTANG – Dinas Ketenagaker-
jaan Kota Bontang membuka Job 
Fair yang dilaksanakan sejak 24 Ok-
tober hingga 27 Oktober 2023 yang 
diikuti 28 perusahaan, 1 BLKI dan 
1 Lembaga Pelatihan Kerja dengan 
menyediakan 349 lowongan kerja. 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan 
Kota Bontang,  Abdu Safa Muha 

mengatakan Job Fair kali perta-
ma ini dilaksanakan oleh Disnaker 
Kota Bontang yang diperuntukkan 
bagi masyarakat Kota Bontang. Ia 
mengimbau kepada perusahaan da-
lam Job Fair  ini agar perusahaan 
dapat mengikuti Job Fair 2023.

“Bukan hanya memberikan lowon-
gan pekerjaan, namun juga mem-

berikan kesempatan untuk melak-
sanakan magang di perusahaan,” 
kata Safa Muha. 

Ia mengatakan selama proses Job 
Fair, pelaksanaan layanan penempa-
tan kerja Disnaker akan dilaksanakan 
di Job Fair . “Kita juga melakukan 
penilaian stand pada Job Fair  yang 
telah dibuka,” katanya.

YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Stand perusahaan-perusahaan yang mengikuti job fair di Kota Bontang. 

Tersedia 349 Lowongan 
Kerja di Job Fair Bontang
Tekan Angka Pengangguran
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BONTANG - Job Fair 2023, kegia-
tan yang dilaksanakan oleh Dinas 
Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang 
sudah dipenuhi para Pencari Kerja 
(Pencaker) sejak pagi. 

Kegiatan ini berlangsung mulai 
Selasa (24/10/23) hingga Jumat 
(27/10/23) mulai jam 08.00 - 19.00 
Wita dan diisi oleh 30 perusahaan. 

Kepala Disnaker, Abdu Safa Muha 
menjelaskan bahwa Job Fair ini 
pertama kali digelar oleh pihaknya. 
Sebelumnya sempat ada Job Fair 
di tahun 2022,  namun kegiatan itu 
garapan disnakertrans provinsi. 

“Job Fair kali ini murni kegiatan kita, 

oleh sebab itu jika ada masukan atau 
saran agar kegiatan ini bisa menjadi 
agenda tahunan mohon bantuan, se-
hingga kedepan persiapan kami lebih 
matang,” katanya

Tidak hanya lowongan kerja, LPK 
serta perusahan juga membuka pela-
tihan dan magang, sehingga cocok 
untuk fresh graduate. Diketahui peru-
sahan tidak selalu membuka lowon-
gan, sehingga dengan membuka 
lowongan magang bisa menambah 
skill untuk para pencaker. 

Grace salah satu pencaker yang 
mengunjungi Job Fair ini cukup an-
tusias dengan membawa beberapa 

lamaran yang bisa ia ajukan ke ban-
yak perusahaan. Ia mengaku bahwa 
mencari kerja si Bontang cukup sulit 
sehingga diharapkan Job Fair ini ia 
memiliki kesempatan untuk magang 
ataupun bekerja. 

“Saya sudah apply beberapa, sen-
ang sih ada Job Fair gini, harapannya 
kegiatan ini bisa bermanfaat untuk 
saya dan pencari kerja lainnya,” be-
bernya. 

Penulis: Syakurah
Editor: Nicha Ratnasari

Safa Muha menambahkan Job 
Fair diikuti oleh 30 perusahaan dari 
berbagai perusahaan yang ada di 
Kota Bontang dengan menyiapkan 
sebanyak 349 lowongan pekerjaan. 
“Selepas dari Job Fair ini, agar ada 
yang dapat melakukan pemagangan 
di perusahaan,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah 
mengatakan Job Fair ini merupa-
kan kegiatan yang sangat penting 
dilaksanakan sesuai dengan visi misi 
Kota Bontang. “Kota Bontang yang 
memiliki angka pengangguran sebe-

sar 7,21 persen, maka perlu dengan 
Job Fair ini dapat menurunkan ang-
ka pengangguran di Kota Bontang,” 
jelasnya.

Pelaksanaan Job Fair, kata Najirah 
juga sebagai bagian bentuk pembi-
naan dalam kebutuhan pencari kerja 
di Kota Bontang. 

“Tentu ada penyebab terjadinya 
pengangguran karena beberapa 
faktor seperti kurangnya informasi 
kebutuhan kerja dan terbatasnya 
lowongan kerja. Selain kurangnya 
kebutuhan pekerja terampil,” kata 

Najirah, Selasa (24/10/2023).
Job Fair juga menjadi wadah ko-

munikasi antar perusahaan dan pen-
cari kerja yang akan mencari pekerja 
yang memiliki keterampilan, minat 
dan sesuai dengan kemampuan.

“Dengan pelaksanaan Job Fair  ini 
akan memberikan informasi peker-
jaan sesuai dengan keterampilan 
dan kemampuan,” ungkap Najirah. 

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari

SYAKURAH/RADARBONTANG

Kondisi Job Fair hari Pertama. 

Job Fair 2023 Hari Pertama, Pencari Kerja Membludak
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BONTANG - Job Fair garapan Di-
nas Ketenagakerjaan (Disnaker) 
Kota Bontang resmi dibuka. Event 
yang berlangsung di Gedung Ko-
perasi Karyawan (Kopkar) PKT ini 
bekerjasama dengan Badan Narko-
tika Nasional (BNNK) Bontang untuk 
mewujudkan Kota Bontang yang be-
bas narkoba. 

Lulyana Ramdhani, Kepala BNNK 
Bontang menjelaskan, bahwa pihak-
nya bekerjasama dengan Disnaker 
karena pada job fair ini para petinggi 
perusahan turut hadir, dan akan mer-
ekrut para pekerja, sehingga dihara-
pkan kepeduliannya terhadap calon 
karyawan. 

“Perusahaan-perusahaan harus 
peduli dengan SDM-nya, sehingga 
para pekerja harus memiliki surat 
keterangan bersih narkoba,” katanya, 
Selasa (24/10/23). 

Hal ini sesuai dengan arahan dari 
kementerian tenaga kerja, yang me-
wajibkan tiap tahun melaksanakan 
tes narkoba di perusahaan kepada 
semua pegawai. 

“Mulai sekarang kami menghara-
pkan, surat bersih narkoba menjadi 
salah satu persyaratan untuk berkas 
mencari pekerjaan,” tambahnya. 

Pihaknya telah membuka stand di 
Job Fair juga, agar para pencari kerja 
(pencaker) tidak perlu jauh-jauh tes 

urine di kantor BNNK. Untuk saat ini 
BNNK bergabung dengan salah satu 
stand yakni LPK Adjieradja. Adapun 
biaya yang harus dikeluarkan sekira 
Rp 290 ribu. 

“Pencaker tes urine hari itu juga, 
dan akan langsung diberikan surat 
hari itu juga,” ungkapnya.

BNNK bertekad tidak hanya 
melakukan pemberantasan, tapi juga 
pencegahan terutama kepada SDM 
Kota Bontang, agar perusahaan lebih 
produktif dan tidak mencoreng nama 
perusahaan tersebut. 

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

SYAKURAH/RADARBONTANG

Lulyana Ramdhani, Kepala BNNK Bontang di Job Fair 2023.  

Surat Bersih Narkoba Jadi Syarat Pencaker 
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SAMARINDA - Peningkatan kual-
itas pengawas tenaga kerja  san-
gatlah penting dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia yang 
ada di Kaltim. Oleh sebab itu Badan 
Pengembangan Sumber Daya Ma-
nusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan 
Timur (Kaltim)  kembali menggelar 
pelatihan khusus untuk jabatan fung-
sional pengawas ketenagakerjaan 
di lingkungan pemerintah provinsi 
Kaltim. 

Pembukaan pelatihan digelar pada 
Selasa (24/10/2023) di  Aula Gedung 
Utama BPSDM Kaltim, Jalan HAM 
Rifadin, Kecamatan Loa Janan Ilir, 
Samarinda.

Hadir dalam acara, Kepala BPSDM 
Kaltim Nina Dewi dan Kepala Bidang 
PKMF BPSDM Provinsi Kaltim, Rina 
Kusharyanti, perwakilan dari Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
(Disnakertrans) Kaltim, Widyaswara 
BPSDM Kaltim dan para peserta 
pelatihan. 

Kepala Bidang PKMF BPSDM 
Provinsi Kaltim, Rina Kusharyanti 
mengatakan  pelaksanaan pelatihan 
akan dilaksanakan dari tanggal  24 - 
28 Oktober 2023. Narasumber yang 
dihadirkan dari widyaswara  BPSDM 
Kaltim dan Disnakertrans Kaltim, dan 
Kementerian Ketenagakerjaan (Ke-
menaker). 

“Kita telah membuka pelatihan bagi 
ASN Jabung pengawas ketenaga-
kerjaan di lingkungan pemerintah 
provinsi Kaltim. Jumlah peserta 
atau pengawas Aparatur Sipil Nega-
ra (ASN) yang mengikuti kegiatan ini 
adalah 31 orang,” paparnya.  

Rina berharap kepada para peser-

ta mampu menjadi pengawas yang 
profesional dan mampu menjadi me-
diator bagi tenaga kerja dan pihak 
perusahaan. 

“Semoga setelah pelatihan ini para 
peserta mampu menjadi mediator 
dalam menyikapi hubungan indus-
trial yang ada di Kaltim,” tutupnya. 

Para peserta akan melakukan pela-
tihan secara classical atau tatap 
muka di Komplek pelatihan BPSDM 
Kaltim atau biasa disebut  kampus 
“Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami”  
selama 5 hari ke depan dan setiap 
peserta yang lulus akan diberikan 
sertifikat. (ADV/BPSDM/Han)

Pewarta : Hanafi 
Editor : Nicha Ratnasari

Kepala Bidang PKMF BPSDM Prov. Kaltim, Rina Kusharyanti, S.STP, M.M. saat memberikan sambutan panitia. 

BPSDM Kaltim Gelar Pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan
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SAMARINDA - Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) 
berkomitmen akan terus mening-
katkan kapasitas kelembagaan dan 
kapasitas sumber daya manusia 
para pejabat fungsional Pengawas 
Ketenagakerjaan di Pemprov Kaltim. 

Peningkatan kualitas pengawas 
tenaga kerja  sangatlah penting da-
lam meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia yang ada di Kaltim. 
Oleh sebab itu Pemprov melalui 
Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (BPSDM) Kaltim, kembali 
menggelar  pelatihan bagi jabatan 
fungsional pengawas ketenagak-
erjaan di lingkungan pemerintah 
provinsi Kaltim. 

Hal ini dikatakan oleh Pj Gubernur 
Kaltim, Akmal Malik dalam sambutan 
yang dibacakan oleh Kepala BPSDM 
Kaltim, Nina Dewi saat pembukaan 
Pelatihan Pejabat Fungsional Pen-
gawas Ketenagakerjaan di lingkun-
gan Pemprov Kaltim, pada Selasa 
(24/10/2023) di Aula Utama Kantor 
BPSDM Kaltim. 

Atas nama Pemerintah Provinsi 

Kaltim Pj Gubernur Kaltim, menga-
presiasi kegiatan ini demi mening-
katkan kapasitas kelembagaan dan 
kapasitas sumber daya manusia 
para pejabat fungsional Pengawas 
Ketenagakerjaan di Pemprov Kaltim. 

“Dalam dunia kerja yang terus 
berkembang dengan cepat, fungsi 
pengawasan ketenagakerjaan mer-
upakan peran yang sangat penting,” 
ujarnya. 

Berdasarkan Peraturan Men-
pan-RB Nomor 30 Tahun 2020, 
Jabatan Fungsional Pengawas 
Ketenagakerjaan adalah jabatan 
yang mempunyai ruang lingkup, 
tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak untuk melakukan kegiatan 
pembinaan, pemeriksaan, penguji-
an, penyidikan, dan pengembangan 
sistem pengawasan ketenagaker-
jaan sesuai dengan peraturan pe-
rundang-undangan. 

“Selain itu tugas pengawas 
ketenagakerjaan juga untuk memas-
tikan bahwa hak-hak pekerja dijaga 
dan keamanan serta kesehatan mer-
eka di tempat kerja terjamin. Den-

gan tugas yang sangat krusial ini, 
diperlukan peningkatan kompetensi 
dan keahlian yang terus menerus. 
Itulah sebabnya, pelatihan teknis 
bagi jabatan fungsional pengawas 
ketenagakerjaan sangat penting,” 
jelasnya. 

Pj Gubernur berharap, dari pelati-
han ini muncul pengawas-pengawas 
ketenagakerjaan yang profesional, 
kreatif dan inovatif dalam menjawab 
tantangan pembangunan kedepan.

“Seperti kita ketahui, tantangan 
kerja di masa depan dalam bidang 
apapun akan menjadi semakin berat. 
Terlebih dalam dunia ketenagaker-
jaan dengan kompleksitas perma-
salahan yang berkembang secara 
dinamis, pengawas ketenagakerjaan 
harus selalu siap menghadapi poten-
si perkembangan isu, seperti isu IKN 
dan isu pembangunan di Kaltim, ser-
ta masalah sehingga tercipta analisis 
masalah dan pemecahannya secara 
tepat,” tutupnya. (ADV/Han/BPSDM)

Pewarta : Hanafi 
Editor : Nicha Ratnasari

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim Dra Nina Dewi MAP saat membacakan sambutan PJ 
Gubernur Kaltim Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si

Pemprov Kaltim Komitmen Tingkatkan 
Standar Ketenagakerjaan di Kaltim
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SAMARINDA - Kepala Badan 
Pengembangan Sumber Daya Ma-
nusia (BPSDM) provinsi Kalimantan 
Timur (Kaltim) Dra Nina Dewi MAP 
menyebutkan Revisi Undang-Un-
dang ASN telah resmi disahkan oleh 
pemerintah sejak tanggal 3 Oktober 
2023. Hal ini disampaikan saat mem-
berikan sambutan pada acara shar-
ing Session ke-44 BPSDM Kaltim se-
cara dari pada Selasa (24/10/2023). 

Dia juga mengatakan terdapat 7 hal 
yang dituangkan dalam UU ini. Antara 
lain, transformasi rekrutmen dan ja-
batan ASN yang dibuat lebih fleksibel 
dan kompetitif, kemudahan mobilitas 
talenta nasional, percepatan pengem-
bangan kompetensi, penataan tenaga 
non-ASN, reformasi pengelolaan kiner-
ja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi 
manajemen ASN dan penguatan bu-
daya kerja dan citra institusi. 

“Revisi ini sebagai upaya mem-
percepat pelaksanaan transformasi 

manajemen ASN untuk mewujudkan 
birokrasi kelas dunia. Secara umum 
perlu menjadi perhatian bersama 
agar tidak perlu berlama-lama karena 
maksimal 6 bulan sudah harus diben-
tuk peraturan pelaksana” ujarnya. 

Dijelaskan, perubahan-perubahan 
tersebut di satu sisi disambut posi-
tif sebagai payung hukum bagi ma-
najemen ASN dan honorer. Namun 
di satu sisi juga bisa menimbulkan 
polemik jika tidak diimbangi dengan 
komitmen yang kuat dan kemam-
puan fiskal pemerintah. 

“Oleh karenanya, sosialiasi men-
genai Revisi UU ASN harus bisa 
memberikan pemahaman yang 
komprehensif kepada masyarakat 
agar masyarakat bisa mengawal dan 
mengawasi pelaksanaan Revisi UU 
ASN di lapangan,” harapnya. 

BPSDM Kaltim  optimis untuk terus 
meningkatkan kualitas pengetahuan  
baik ASN dan masyarakat umum 

melalui berbagai metode salah sat-
unya Sharing Session. 

Pasal-pasal krusial dalam Revisi UU 
ASN, antara lain : 
1. Larangan bagi instansi pemerintah 

merekrut tenaga honorer semen-
jak Revisi UU ASN dan penataan 
tenaga honorer paling lambat De-
sember 2024.

2. Kesetaraan hak dan kewajiban 
antara pegawai negeri sipil (PNS) 
dan  pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja (PPPK); 

3. TNI-POLRI bisa mengisi jabatan 
tertentu di ASN; 

4. Pemberhentian tidak hormat ASN 
yang menjadi anggota partai poli-
tik. (ADV/Han/BPSDM)

Pewarta : Hanafi 
Editor : Nicha Ratnasari

Kepala BPSDM Kaltim Sebut 7 Poin Penting dalam UU ASN Terbaru

SAMARINDA - Sebagai upaya  memberikan pemaha-
man kepada Aparat Sipil Negara (ASN) di Kalimantan 
Timur (Kaltim)  terkait esensi dari Undang Undang (UU) 
ASN terbaru, Badan Pengembangan Sumber Daya Ma-
nusia (BPSDM) Provinsi Kaltim, gelar Sharing Session 
ke-44 dengan tema “Titik Kritis Manajemen ASN dan 
Honorer Dalam Revisi UU ASN” yang diselenggarakan 
secara online melalui media sosial yakni aplikasi Zoom 
Meeting dan Aplikasi YouTube. 

Sharing Session ke-44 dimulai pukul 10.00 Wita dan 
dibuka secara umum. Setiap  peserta yang menyaksikan 
akan diberikan sertifikat oleh BPSDM Kaltim secara on-
line atau berupa E-Sertifikat. 

Acara dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Kaltim 
Nina Dewi, dari ruangan studio kantor BPSDM Kaltim. 

Tercatat pada awal dibuka, kegiatan ini diikuti 222 pe-
serta dan berkembang hingga akhir acara menjadi 490 
peserta. Peserta bukan hanya dari ASN yang berada di 
Kaltim tapi juga yang berada di luar Kaltim. 

Nina Dewi pun bersyukur atas terselenggaranya Shar-
ing Session untuk kesekian kalinya ini, dan berkomitmen 
akan terus mengupayakan agar Sharing Session BPSDM 
Kaltim akan terus dilakukan agar mampu mencetak ASN 
yang berkualitas. 

“Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu 
Wata’ala, karena atas ridho dan rahmatNya pada hari 
ini kita dapat berkumpul secara Virtual di acara Sharing 
Session dengan Tema “ Titik Kritis Manajemen ASN dan 
Honorer dalam Revisi UU ASN,” sapanya.

Menurutnya, sosialisasi mengenai UU ASN terbaru ini 

harus bisa memberikan pemahaman yang komprehensif 
kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengawal dan 
mengawasi pelaksanaan UU ASN di lapangan.

“Bapak/ Ibu hadirin yang kami Hormati, Kami tetap 
Optimis Untuk Terus meningkatkan Kualitas Pengeta-
huan baik ASN dan Masyarakat umum melalui berbagai 
metode salah satunya Sharing Session ini. Besar hara-
pan kami, agar Bapak/ Ibu para peserta dapat menyerap 
materi dengan sebaik baiknya,” pintanya. (ADV/Han/
BPSDM) 

Pewarta : Hanafi 
Editor : Nicha Ratnasari

BPSDM Kaltim Sosialisasikan UU ASN Terbaru 

Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP saat memberikan sam-
butan sekaligus membuka acara Sharing Session ke-44 dengan 
tema “Titik Kritis Manajemen ASN dan Honorer Dalam Revisi UU 
ASN” secara daring. 
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SAMARINDA -  Setiap tahun ribuan 
orang mengikuti pelatihan di kampus 
“Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami” 
nama lain dari tempat  pelatihan 
BPSDM Kaltim. Para peserta yang 
mengikuti pelatihan di sini, banyak 
yang datang dari luar kota Samarin-
da yang jaraknya bisa sampai 6 jam 
atau lebih dari ibu kota Kalimantan 
Timur itu. 

Tak jarang para peserta harus 
tinggal di gedung asrama yang tel-
ah disediakan oleh BPSDM Kaltim. 
Karena harus mengikuti pelatihan 
secara classical atau tatap muka di 
sana untuk beberapa hari. 

Tentunya bagi peserta yang tinggal 
di asrama pasti memerlukan banyak 
kebutuhan dan keinginan berbelanja. 
Namun lokasi mini market sangat 
jauh. Kondisi ini membuat BPSDM 
Kaltim berinisiatif membangun se-
buah kantin yang sekalian melatih 
mental kejujuran para peserta dan 
para pekerja di BPSDM Kaltim.

Namanya Kantin Kejujuran  
Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami. 
Nama yang disematkan sengaja 

mirip dengan tempat keberadaan-
nya  di tempat pelatihan BPSDM 
Kaltim. Kantin ini buka 24 jam dan 
tidak dijaga. Kantin ini dikelola 
langsung oleh BPSDM Kaltim. 

Staf Administrasi Penerimaan, Su-
santi, menyebutkan kantin kejujuran 
ini adalah ide dari Widyaswara Ahli Uta-
ma BPSDM Kaltim Muclis Syahrani. 

Kantin kejujuran ini menyediakan 
makanan, minuman dan perlengka-
pan mandi seperti sabun, pasta gigi 
dan sampo yang biasa dijual di mini 
market. Setiap barang jualannya su-
dah tertulis harganya di etalase dan 
lemari pendingin.

“Di sini ada mie instan, ada kopi 
instan. Jika  mau air panas kami se-
diakan  dispenser buat air panas, dan 
minuman dingin di showcase. Jika 
pembeli ingin bayar, di atas etalase 
disediakan kotak untuk memasuk-
kan uang bayar,” ujarnya. 

Alasan dibukanya kantin kejuju-
ran agar memudahkan para peserta 
jika ingin berbelanja makanan atau 
minuman, dan tidak harus mencari 
atau berbelanja keluar komplek per-

kantoran. 
“Iya karena mini market kan jauh, 

jadi kita sediakan di sini. Lagipu-
la d isini jugakan ada taman buat 
nongkrong, dan kantin ini diperuntu-
kan buat pekerja di sini dan peserta 
yang sedang mengikuti pelatihan,” 
ungkapnya. 

Tidak merinci besaran pendapa-
tan, Susanti menyebutkan setiap 
pendapatan selalu diputar kembali 
untuk dibelikan barang yang ingin 
dijual kembali di kantin kejujuran. 

“Hasilnya kita putarkan kembali un-
tuk beli barang untuk dijual kembali 
di Kantin Kejujuran,” tutupnya. 

Untuk diketahui, Kantin Kejujuran 
ini lokasinya di dalam komplek per-
kantoran BPSDM Kaltim, tepatnya 
di samping ruang kelas pelatihan 
dan di samping taman yang berada 
di tengah-tengah komplek pelatihan 
BPSDM Kaltim. (ADV/Han/BPSDM) 

Pewarta : Hanafi
Editor : Nicha Ratnasari

Staf Administrasi penerimaan, Susanti saat berada di Kantin Kejujuran Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami.

Ada Kantin Kejujuran di BPSDM Kaltim 
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Drs. Edi Damansyah, M.Si - H. Rendi Solihin
Bupati & Wakil Bupati Kutai Kartanegara

 Dap Haryanto, S.Sos, M.Si
Kadis Kominfo Kutai KartaNegara

DISKOMINFO
KUTAI KARTANEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Ayo Etam Sukseskan
PROGRAM KUKAR IDAMAN

INOVASI, DAYA SAING DAN MANDIRI

 “Kukar Mitra Pembangunan IKN”

TENGGARONG - Tidak hanya gen-
car mengembangkan sektor hulu 
dari komoditas rumput laut saja. 
Pemerintah Kabupaten Kutai Kar-
tanegara (Pemkab Kukar), juga ter-
us mempersiapkan sektor hilirnya. 
Dengan membangun pabrik pengo-
lahan rumput laut, menjadi produk 
setengah jadi.

Pembangunan pabrik ini, dihara-
pkan mampu memberikan dampak 
peningkatan ekonomi bagi para 
petaninya. Dengan berbagai macam 

olahan produk setengah jadi, maka 
bisa dipasarkan hingga ke luar neg-
eri. Tidak terbatas di dalam negeri 
saja. Sehingga keberadaan pabrik 
ini diharapkan bisa membuat petani 
rumput laut menjadi lebih mandiri.

“Untuk menunjang hilirisasi budi 
daya rumput laut, akan dibangun 
pabrik rumput laut yang akan berop-
erasi di Muara Badak,” ungkap Wakil 
Bupati (Wabup) Kukar, Rendi Solihin.

Namun Pemkab Kukar pun tidak 
berfokus pembangunan pabrik saja. 

Pembangunan infrastruktur seperti 
jalan dan jembatan pun jadi perha-
tian orang nomor dua di Kukar ini. 
Sehingga memudahkan mobilisasi 
ketika memang pabrik pengolahan 
rumput laut tersebut benar-benar 
terwujud.

“Ini tak mungkin terjadi tanpa 
dukungan semua pihak termasuk 
masyarakat,” tutup Rendi. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi’i

Wabup Kukar, Rendi Solihin

Pembangunan Pabrik Rumput Laut Terus Dikebut Pemkab Kukar
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TENGGARONG - Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab) Kutai Kartaneg-
ara (Kukar), pada Anggaran Peneri-
maan dan Belanja Daerah Perubahan 
(APBD-P) Kukar 2023, mendapatkan 
kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) sek-
tor perkebunan kelapa sawit. Yakni 
senilai Rp 19,7 miliar dari pemerintah 
pusat.

Dijelaskan Kabid Bina Marga, Dinas 
Pekerjaan Umum (DPU) Kukar, Linda 
Juniarti, anggaran dari pemerintah 
pusat tersebut, akan dipergunakan 
untuk membangun infrastruktur 
jalan kawasan pertanian. Terutama 
kebun kelapa sawit milik masyarakat 
di kecamatan penghasil.

“Untuk pembangunan jalan menu-

ju perkebunan sawit yang masuk SK 
bupati Kukar, di Kecamatan Muara 
Badak,” ujar Linda.

Hasil koordinasi dengan Dinas 
Perkebunan (Disbun) Kukar, ada dua 
paket pengerjaan yang akan diker-
jakan. Yakni rekonstruksi jalan di 
Desa Badak Mekar dan rekonstruk-
si jalan Desa Suka Damai. Namun 
karena anggaran tersebut berasal 
dari pemerintah pusat, ada beberapa 
mekanisme yang harus dijalani oleh 
DPU Kukar.

Seperti asistensi ke Kementerian 
PUPR. Hasilnya, usulan jalan ka-
wasan perkebunan kelapa sawit di 
dua desa yang diajukan, disetujui 
oleh pemerintah pusat.

Tetapi, kegiatan tersebut dipasti-
kan oleh Linda akan diundur pada ta-
hun 2024 mendatang. Lantaran wak-
tu pengerjaan yang singkat, jelang 
tutup tahun anggaran. Selain adanya 
surat edaran dari sekretaris kabupat-
en (sekkab) Kukar yang membatasi 
waktu lelang pada Oktober 2023 ini, 
juga karena terkendala pemenuhan 
bahan material pengerjaannya.

“Kita sudah sepakat dan koordi-
nasi dengan Disbun Kukar, penger-
jaan di 2024. Karena dari pusat ini 
menyalurkannya pada APBD-P, jadi 
sangat singkat dan mepet,” tutup 
Linda. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi’i

RAFI’I/MEDIA KALTIM

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, Linda Juniarti.

DBH Sawit Sebesar Rp 19,7 M untuk Bangun 
Jalan Kawasan Sawit di Muara Badak
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TENGGARONG - Peningkatan jalan 
menjadi berstatus mantap, menjadi 
salah satu pekerjaan penting yang 
dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum 
(DPU) Kutai Kartanegara (Kukar). Me-
mastikan masyarakat yang berada di 
20 kecamatan, bisa merasakan nik-
matnya akses jalan yang baik. Salah 
satunya untuk melancarkan arus mo-
bilitas barang dan manusia.

Kepala Bidang Bina Marga, DPU 
Kukar, Linda Juniarti, berdasarkan 
Surat Keputusan (SK) Bupati Kukar 
terkait panjang jalan di Kukar. Ada 
jalan sepanjang 2.193,02 kilometer 
(km) milik Kukar, dengan 655 ruas 
jalan. Dimana baru 61,68 persen yang 
berstatus mantap, atau 1.352,65 km. 
38,32 persen sisanya berstatus tidak 
mantap, atau sepanjang 840,37 km.

Diakuinya, DPU Kukar tidak bisa 
langsung mengerjakan itu semua, 
hingga menjadi 100 persen mantap. 
Secara bertahap, berdasarkan keterse-
diaan anggaran yang ada tiap tahun-

nya. Seperti halnya pada APBD Kukar 
2023, DPU Kukar kebagian Rp 869 mil-
iar untuk penyelenggaraan jalan dan 
jembatan. Diantaranya pembangunan, 
peningkatan dan rehabilitasi jalan.

“Kalau tahun ini kita kebagian 
dana Bankeu, DAU dan DBH. Tidak 
ada kebagian DAK untuk penye-
lenggaraan jalan,” ujar Linda, Selasa 
(24/10/2023).

Dilanjutkan Linda, untuk dana 
Bankeu yang berasal dari Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur 
(Kaltim), Kukar mendapatkan kucuran 
senilai Rp 15 miliar. Diperuntukkan bagi 
4 kegiatan, yang berupa rekonstruksi 
dan rehabilitasi jalan. Masing-masing 
untuk rekontruksi Jalan Desa Batu-ba-
tu-Desa Sallo Cela, rekonstruksi jalan 
Kecamatan Muara Muntai, rehabilitasi 
jalan Kecamatan Sebulu, dan reha-
bilitasi Jembatan Rantau Hempang 
Muara Kaman.

Sementara Dana Alokasi Umum 
(DAU), Kukar mendapatkan anggaran 

senilai Rp 15,8 miliar. Terbagi dalam 7 
paket pengerjaan yang hanya fokus 
pada rehabilitasi jalan saja. Yakni re-
habilitasi Jalan Betutu Tenggarong, 
pembangunan drainase di Kelurahan 
Sangasanga Dalam dan Desa Sarijaya, 
rehabilitasi jalan Kecamatan Marang-
kayu, rehabilitasi jalan Desa Loleng, 
rehabilitasi jalan Desa Purwajaya, re-
habilitasi jalan penghubung di Desa 
Menamang Kanan, rehabilitasi jalan 
poros Desa Loa Janan Ulu. Dimana 
seluruh paket pekerjaan rampung 100 
persen. Dan terakhir alokasi DBH yang 
berasal kelapa sawit, Kukar mendapa-
tkan jatah Rp 19,7 miliar.

Penyelenggaraan jalan dan jem-
batan, dipastikan Linda akan terus 
berjalan pada 2024 mendatang. Den-
gan proyeksi anggaran yang masuk 
ke Bidang Bina Marga, yang diproyek-
si mencapai Rp 1,3 triliun. Meningkat 
hingga Rp 500-600 miliar.(adv)

Penulis : Muhammad Rafi’i

Rp 869 M untuk Peningkatan Jalan dan Jembatan di 2023
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TANJUNG REDEB - Sektor perta-
nian dinilai Anggota Komisi III DPRD 
Berau, Sakirman harus diberi perha-
tian khusus agar semakin berkem-
bang. Dia menuturkan, Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Berau harus 
melakukan pemetaan untuk sektor 
pertanian. Tujuannya supaya angga-
ran yang dikucurkan tepat sasaran.

“Contonya seperti pariwisata kita, 
mulai terarah karena adanya pe-
mangku kebihakan yang sering mendi-
skusikan hal tersebut,” ungkapnya.

Menurut Sakirman, seharusnya 
sektor pertanian dapat mencontoh 
hal itu. Dia sendiri sudah meminta 
kepada OPD terkait untuk segera 
membuat pemetaan dan masterplan 
di sektor pertanian.

Setelah ada masterplan, tambah 

Sakirman, selanjutnya dilakukan so-
sialisasi terkait lahan persawahan 
mana saja yang tidak boleh dialih-
fungsikan. Maka, setiap kampung 
juga perlu diarahkan untuk mena-
nam komoditas yang berpotensi di 
kampung masing-masing. Sehingga 
tidak semua kampung menanam ko-
moditas yang sama.

“Kalau berbeda sentranya tentu bisa 
menjaga stabilitas harga di pasar. Keti-
ka panen raya semua produksi bisa di-
jual tanpa ada yang terbuang,” jelasnya.

Diungkapkannya, adapun program 
penunjang sektor pertanian yang 
rutin dilakukan Pemkab Berau yak-
ni pembangunan irigasi pertanian. 
Yang mana saat ini juga sedang ber-
jalan baik rehabilitasi maupun pem-
bersihan irigasi. Salah satunya di 

Kampung Buyung-buyung dan Kam-
pung Semurut Kecamatan Tabalar.

Anggarannya bersumber dari 
APBD Berau. Beberapa pekerjaan 
juga dikerjakan menggunakan Dana 
Bagi Hasil Dana Reboisasi (DHBDR) 
tahun ini.

Makanya, Sakirman berharap pe-
merintah daerah dapat melakukan 
pemetaan sektor pertanian agar 
semua anggaran yang mengalir un-
tuk Kabupaten Berau bisa tepat sasa-
ran. Pun merata diberikan kepada 
kampung yang memiliki sentra per-
tanian. “Jangan sampai antar OPD 
programnya bertabrakan. Misalnya, 
DPUPR membuat program di salah 
satu kampung, ternyata Distanak 
juga membuat program yang sama 
di sana,” tandasnya. (adv/dez)

Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman

Agar Anggaran untuk Pertanian Tepat Sasaran, 
Dorong Pemerintah Lakukan Pemetaan
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TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Berau beberapa waktu lalu berhasil mengoperasikan 
mobil penyedot lumpur. Menanggapi hal tersebut, Wakil 
Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengaku sangat 
mengapresiasi langkah tersebut, karena dapat mengu-
rangi lumpur yang ada pada drainase.

“Saya apresiasi apalagi di tengah usulan masyarakat 
yang memang menginginkan drainase mereka dibersi-
hkan,” ungkapnya.

Ia menyebut, di wilayah perkotaan banyak drainase 
yang tersumbat akibat penumpukan lumpur dan sampah, 
sehingga memengaruhi debit air yang masuk.

“Kalau lumpur atau sampah menumpuk, tentunya itu 
mengganggu mengalirnya air ke anak sungai, yang bisa 
saja menyebabkan banjir,” ujarnya.

Dengan berjalannya alat penyedot lumpur tersebut 
diharapkan Syarifatul dapat dimanfaatkan sebaik-bai-
knya. Khususnya bagi lingkungan warga yang berada di 
gang-gang dan drainasenya penuh lumpur.

Di samping itu, Ia juga mengimbau masyarakat untuk 
terus meningkatkan kerja bakti. Karena kerja bakti juga 
untuk kepentingan masyarakat.

“Terkait alat ini Saya harapkan supaya digunakan den-
gan sebaik-baiknya,” harapnya.

Ia mencontohkan seperti di lingkungan RT 01 Kelurah-
an Gayam yang telah mengalami pendangkalan drainase. 
Ia meminta OPD terkait untuk segera melakukan penye-
dotan lumpur di sana. Pasalnya jika hujan deras, beber-
apa rumah warga di Kelurahan Gayam akan tergenang 
air hingga yang terparah setinggi lutut orang dewasa.

“Pun lingkungan sekitarnya yang masih ada yang 
tergenang air menjadi prioritas penyedotan lumpur. Di 
samping upaya mengalirkan air biar turun ke bawah seh-
ingga ketika hujan cepat surutnya dan tidak menggenang 
berhari-hari,” jelasnya.

Syarifatul berharap, mobil penyedot lumpur tersebut 
dapat efektif mengatasi permasalahan banjir akibat 
penumpukan lumpur pada saluran drainase.

“Masyarakat juga harus aktif jika memang daerahnya 
susah untuk dibersihkan sendiri untuk melapor kepada 
OPD yang bertugas,” tandasnya. (adv/dez)

TANJUNG REDEB - Direktur Perusa-
haann Umum Daerah (Perumda) Bhakti 
Praja diminta Anggota Komisi I DPRD 
Berau, Falentinus Keo Meo mempresen-
tasikan peta bisnisnya.

Dia menerangkan, presentasi peta 
bisnis dibutuhkan untuk mempercepat 
penyertaan modal yang dibutuhkan agar 
dapat segera dicairkan.

“Supaya rencana bisnis dan produk-
sinya yang dalam skala besar itu diketa-
hui secara detail, karena DPRD sudah 
mendukung berjalannya bisnis Perumda 
Bhakti Praja,” katanya.

Dijelaskan Falen, peta bisnis yang 
dipresentasikan juga menjadi pertang-
gungjawaban pelaksanaan anggaran. 
Terlebih, proposal yang masuk ke DPRD 
sekisar Rp 2 miliar.

“Makanya saya sempat bilang panggil 
Direktur Bhakti Praja itu untuk sam-

paikan anggaran Rp 2 miliar itu mau buat 
apa, sebelum disetujui. Kalau ini kurang, 
ditambahkan,” terangnya.

Penjelasan tersebut dinilai perlu untuk 
disampaikan secara transparan. Meng-
ingat banyak produk bisnis yang dipasar-
kan berdasarkan a1rencana bisnis yang 
dimiliki. “Diperlukan juga pembelanjaan 
supaya belanja-belanja yang dilakukan 
tidak hanya membuang-buang angga-
ran,” tegasnya.

Dengan demikian, Falen meminta 
Pemkab Berau untuk memperjelas peta 
bisnis perusahaan tersebut. Sebab dari 
awal sebelum pemilihan direksi, peru-
sahaan itu dibiarkan berjalan sendiri, 
bahkan tanpa penyertaan modal.

“Dari awal perusahaan itu sudah siap 
tidak ada penyertaan modal. Makanya 
perlu dipresentasikan dulu sesuai pro-
posal yang masuk,” tutupnya. (adv/dez)

Nilai Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban, Direktur 
Bhakti Praja Diminta Presentasikan Peta Bisnis

Anggota Komisi I DPRD Berau, 
Falentinus Keo Meo

Sambut Positif Adanya Mobil Penyedot Lumpur

Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah
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TANJUNG REDEB – Adanya Surat 
Edaran (SE) Bupati mengenai laran-
gan pengecer Bahan Bakar Minyak 
(BBM) ditanggapi Ketua DPRD Berau, 
Madri Pani. Dia menilai, dengan kelu-
arnya SE Bupati tersebut, Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Berau harus 
mengevaluasi hal itu bersama den-
gan pihak terkait.

Dijelaskan Madri, evaluasi penting 
dilakukan agar mengetahui permas-
alahan yang terjadi mengenai BBM 
di Bumi Batiwakkal.

“Seharusnya Kabag Ekonomi turun 
ke lapangan untuk mengecek BBM 
langsung ke Jobber yang ada di 
Samburakat. Bahkan saya pernah 
melakukan sidak, namun dianggap 
sepele, padahal sangat berdampak 
sekarang,” ujarnya.

Dirinya menerangkan, untuk men-
getahui kebutuhan BBM masyarakat 
umum hingga sektor pertanian dan 
perikanan, seharusnya ada kajian 
mengenai jumlah penduduk dan 
kendaraan.

Dibeberkannya, SPBU yang ada di 
Berau sejumlah 14 SPBU. Namun 

kuota yang didapatkan Berau jauh 
lebih sedikit daripada Bulungan yang 
hanya 4 SPBU. “Hal Itu yang harus 
diwaspadai dan dipertanyakan. Pem-
kab juga harusnya mengkaji berapa 
jumlah penambahan kendaraan roda 
dua maupun roda empat setiap ta-
hunnya,” tegasnya.

Madri juga menyinggung soal la-
rangan penjualan BBM eceran. Pada-
hal, kata dia, hal tersebut membantu 
masyarakat memperoleh BBM dalam 
24 jam. Terlebih saat ini, di Berau 
belum ada SPBU yang buka 24 jam.

“Tetapi pihak SPBU tidak bisa dis-
alahkan sepenuhnya, kenapa tidak 
beroperasi 24 jam, sedangkan jatah 
BBM saja masih kurang. Dengan 
adanya pengetab ini saya rasa mem-
bantu masyarakat yang membutuh-
kan BBM pada malam hari,” tuturnya.

Dirinya berharap, pemerintah segera 
memberi solusi dan mengevaluasi 
persoalan yang terjadi saat ini. “Ter-
utama soal BBM. Ajak seluruh pihak 
dan instansi terkait untuk diskusi agar 
persoalan ini ada jalan keluarnya,” tan-
dasnya. (adv/dez)

TANJUNG REDEB - Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab) Berau didorong jaja-
ran legislatif untuk menambah program 
yang fokus terhadap ketahanan pan-
gan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, 
Wendy Lie Jaya menuturkan, program 
ketahanan pangan harus berdampak 
langsung terhadap masyarakat.

“Salah satunya dengan membedah 
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 
dan Prioritas Plafon Anggaran Se-
mentara (PPAS) Tahun 2024 karena 
masih sangat kurang,” ungkapnya.

Dijelaskannya, keberpihakan pe-
merintah untuk program ketahanan 
pangan masih kurang. Padahal, den-
gan anggaran daerah yang saat ini 
cukup besar, seharusnya porsi untuk 
dinas terkait seperti pertanian, perke-
bunan, peternakan dan perikanan, 
bisa lebih besar. Agar program yang 
dibuat bisa lebih banyak.

“Porsi anggaran lebih agar di-

nas terkait bisa menjalankan pro-
gram misal, memberikan bantuan 
langsung ke petani berupa pupuk, 
benih dan lainnya, agar bisa langsung 
dirasakan manfaatnya,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pangan 
Nasional (Bapanas), dari 7 kabupat-
en yang berada di Provinsi Kaliman-
tan Timur, Kabupaten Berau memiliki 
ketahanan pangan tertinggi. Bap-
anas mengukur indeks ketahanan 
pangan di kabupaten-kabupaten di 
seluruh Indonesia berdasarkan sem-
bilan indikator utama.

Berbagai indikator itu kemudian 
diolah menjadi skor berskala 0-100. 
Semakin tinggi skornya, ketahanan 
pangan suatu daerah diasumsikan 
semakin baik. Dengan metode terse-
but, Kabupaten Berau meraih skor 
86,16 pada 2021, paling tinggi di an-
tara kabupaten-kabupaten tetang-
ganya. (adv/dez)

Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, 
Wendy Lie Jaya

Ketua DPRD Berau, Madri Pani

Madri: untuk Ketahui Kebutuhan BBM, Harus Ada 
Kajian Mengenai Jumlah Penduduk dan Kendaraan

Program Ketahanan Pangan, Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat
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SAMARINDA - Komisi I DPRD Kaltim 
menggelar Rapat Dengar Pendapat 
(RDP) bersama Aliansi Masyarakat 
Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartaneg-
ara (Kukar) di ruang rapat Gedung E 
lantai 1 Kantor DPRD Kaltim. 

RDP tersebut dilakukan dalam rang-
ka membahas permohonan enclave 
izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Budi 
Duta Agro Makmur (BDAM) di Keca-
matan Loa Kulu Kabupaten Kukar.

Memimpin rapat, Ketua Komisi I, 
Baharuddin Demmu didampingi An-
ggota Komisi I diantaranya Harun 
Al Rasyid, Kaharuddin Jafar, Agus 
Aras, dan Jahidin. Baharuddin Dem-
mu mengatakan dalam pertemuan 
ini dibahas mengenai permintaan 
masyarakat tentang HGU PT. BDAM 
untuk di-enclave. “Yang diminta oleh 
masyarakat itu di surat adalah ku-
rang lebih 280 hektare,” sebutnya.

Politisi PAN ini mengatakan bahwa 
lahan tersebut sudah bisa dikate-
gorikan menjadi lahan terlantar dan 
pemerintah seharusnya mencabut 
HGU PT. BDAM supaya bisa dikelola 
oleh masyarakat.

Ia mengungkap, dari pertemuan 
tersebut, belum didapatkan titik 
temu, sehingga Komisi I akan me-

ngundang kembali manajemen PT. 
BDAM yang tidak hadir dalam per-
temuan untuk bisa memberikan klar-
ifikasi terkait perlakuan perusahaan 
terhadap masyarakat Loa Kulu.

“Salah satu yang harus mereka 
klarifikasi adalah apakah mereka 
juga melakukan Perjanjian Peman-
faatan Lahan Bersama (PPLB) den-
gan masyarakat, dan apakah mereka 
menggunakan lahan itu untuk aktivi-
tas tambang yang diduga melanggar 
izin HGU mereka,” ucap Baharuddin.

Ia menyebut, selama ini masyarakat 
merasa tidak dihargai oleh pihak PT. 
BDAM karena bukan masyarakat yang 
menguasai HGU mereka, namun seba-
liknya. Padahal, lanjutnya, masyarakat 
sudah tinggal di wilayah itu sudah 
turun temurun sebelum adanya izin 
PT. BDAM pada tahun 1981.

“Masyarakat juga tidak pernah 
mendapatkan hak ganti rugi dari pe-
rusahaan. Ini menjadi catatan kita di 
Komisi I, bahwa Budi Duta harus di-
panggil kembali untuk menjelaskan 
apa yang mereka lakukan di wilayah 
izin HGU mereka,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Komisi I ber-
encana akan melakukan kunjungan 
lapangan dalam waktu dekat ini un-

tuk mengecek secara langsung terh-
adap kondisi lahan dan masyarakat 
yang berada di wilayah tersebut.

Kemudian ia menegaskan, apabi-
la masyarakat tidak punya sertifikat, 
maka pemerintah harus membantu 
untuk dibuatkan sertifikat secara gra-
tis. Dan untuk menjadi perhatian, bah-
wa masyarakat tinggal di sana turun 
temurun serta berhak atas tanah itu. 
“Saya tidak perlu bicara sertifikat un-
tuk masyarakat. Ya kalau masyarakat 
tidak punya sertifikat tanah, maka itu 
kewajiban pemerintah untuk menerbit-
kan sertifikat gratis,” tandasnya.

Selanjutnya, ia menyambut baik 
atas kebijakan Kementerian ATR/
BPN bahwa perubahan status tanah 
dari HGU menjadi SHM itu gratis 
dan tidak dikenakan biaya. Namun 
ia menyayangkan bahwa program 
Pendaftaran Tanah Sistematis Leng-
kap (PTSL) yang terhambat karena 
banyak lahan masyarakat yang sudah 
ada izin HGU. “Bahkan ada beberapa 
lahan masyarakat yang sudah bersert-
ifikat, itu ditindih atau berlapis oleh 
HGU,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

Komisi I Gelar RDP Bersama Aliansi Masyarakat Loa Kulu
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SAMARINDA - Anggota Komisi III 
DPRD Provinsi Kalimantan Timur 
Mimi Meriami BR Pane, menyoroti 
antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) 
yang masih terjadi pada Stasi-
un Pengisian Bahan Bakar Umum 
(SPBU) di sejumlah Kabupaten/Kota 
di Kaltim.

Mimi mengungkapkan, beberapa 
SPBU masih terlihat antrean pan-
jang. Padahal Kaltim merupakan 
salah satu provinsi penghasil min-
yak dan gas bumi (migas). Ironinya 
Kaltim, masih saja tak mendapat 
suplai yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan BBM masyarakat.

“Berbagai wilayah Kalimantan 
Timur, beberapa SPBU masih ser-
ing terjadi antrean panjang,” ungkap 
Politisi PPP ini, Selasa (24/10/2023).

Semisal di Dapilnya, yakni Kota 
Balikpapan. Meskipun perusahan 
plat merah sektor migas beroperasi 
di sana, tak menjadi garansi bah-
wa kebutuhan BBM di Kota Beriman 
selalu terpenuhi. Justru sebaliknya, 
antrean panjang di beberapa SPBU, 
sering ditemuinya.

“Masih sering terlihat antrean pan-
jang di kota Balikpapan yang terkenal 
sebagai kota minyak,” bebernya.

Untuk itu ia mendorong pemerintah 
menyikapi persoalan BBM di Bumi 
Etam. Menurutnya kebutuhan BBM 
tak boleh diacuhkan oleh pemerintah 
pusat, mengingat mobilisasi mas-

yarakat yang terus meningkat setiap 
harinya. (Eky/Adv/DPRD Kaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

SAMARINDA - Maraknya kasus bul-
lying atau perundungan ditanggapi 
serius oleh Ketua Fraksi PKS DPRD 
Kaltim Ali Hamdi. Menurutnya, perlu 
langkah pencegahan yang melibat-
kan semua pihak.

Ali Hamdi menyatakan, bahwa pe-
rundungan dapat berdampak serius ke 
korbannya. Bahkan, tak sedikit yang 
berujung pada kematian akibat  perund-
ungan. Bagi pelaku juga bisa berakibat 
buruk mulai dari gangguan mental, mer-
usak karakter dan kecerdasan. 

Mengingat banyak kasus yang terja-
di dilingkungan pendidikan, menurut-
nya, bullying harus dicegah dengan 
kerjasama semua pihak. “Lembaga 
pendidikan harus menjadi lingkungan 
yang bebas dari perilaku ini, karena 
bullying bukan hanya tanggung jawab 
guru saja melainkan tanggung jawab 
bersama yang melibatkan seluruh 
komponen masyarakat,” terangnya.

Upaya konkret untuk pencegahan 
perundungan, sebutnya, adalah pen-
didikan karakter yang dimulai dari 
lingkungan rumah. Orang tua harus 
bisa menjadi teladan bagi  anak. Pun 
begitu dengan guru di lingkungan 
sekolah, harus bisa menjadi orang 
tua kedua yang membimbing anak.

Mengingat dampak bullying yang 
dapat merusak karakter, mental, dan 
bisa menjadi trauma, pencegahan ha-
rus dilakukan sejak dini. Bila tidak maka 
perilaku perundungan akan menjadi 
watak hingga dewasa dan merugikan 
lingkungan sekitar. “Dengan perbaikan 
akhlak siswa dan kesadaran kolektif, 
diharapkan kasus bullying dapat di-
minimalisir dan akhirnya dihapuskan 
dari lingkungan pendidikan,” tutupnya. 
(Eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Ali Hamdi

Soroti Soal Perundungan, Ketua Fraksi PKS: 
Tugas Semua Pihak untuk Pencegahan

Legislator Dapil Balikpapan Soroti Antrean BBM di Kaltim

DOKUMEN

Antrean panjang di salah satu SPBU di Kaltim.
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SAMARINDA - Sebagaimana yang 
diatur dalam Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 
2 Tahun 2022 Tentang Penyeleng-
garaan Pembangunan Ketahanan 
Keluarga, edukasi pranikah perlu 
dilakukan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim 
Fitri Maisyaroh menilai, edukasi 
pranikah merupakan bentuk persia-
pan yang tak boleh disepelekan. Ada 
beberapa aspek penting sebutnya, 
yang acap kali luput disiapkan sebe-
lum menikah. Salah satunya menge-
nai parenting atau pola asuh anak.

Tak sedikit sebutnya, pasangan 
yang terjebak dalam memikirkan 
pernikahan dan pasca nikah saja. 
Sementara aspek parenting luput 
untuk dilakukan sebagai persiapan. 

“Keinginan untuk menikmati bulan 
madu, bekerja untuk mencukupi ke-
butuhan keluarga, dan berkunjung ke 
keluarga besar seringkali mengalah-
kan keinginan untuk belajar parent-

ing,” jelasnya kepada media ini.
Padahal menurutnya, parenting 

bagaikan investasi. Sangat penting 
agar dapat membantu pasangan 
menghadapi berbagai masalah yang 
mungkin timbul dalam perjalanan 
menjadi orang tua.

Ilmu pola asuh anak terang Politisi 
PKS ini bisa membantu pasangan 
mengerti merawat,  mendidik, mem-
bimbing anak. Bahkan dapat berguna 
saat masih dalam masa kehamilan. 
Parenting juga, membuat pasangan 
memiliki kesepakatan terkait pola 
asuh anak.

“Memahami ilmu parenting sebe-
lum menikah adalah langkah bijak 
untuk memastikan bahwa anak-anak 
dibesarkan dengan baik. Tidak ka-
lah penting adalah pondasi utama 
dalam pernikahan adalah agama,” 
pungkasnya.(eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

SAMARINDA - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muham-
mad Udin mendorong  perusaahaan tambang yang beroperasi di Kaltim, 
menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program Rumah 
Layak Huni (RLH).

Menurut Politisi Golkar ini, persoalan pemukiman yang tidak layak masih 
sering ditemui di Bumi Etam. Mengingat banyaknya perusahaan tambang 
batu bara di Kaltim, ia mendorong para perusahaan tambag tersebut untuk 
peduli terhadap persoalan permukiman.

“Saya melihat masih banyak masyarakat di pelosok-pelosok Kalimantan 
Timur yang masih tinggal di pemukiman yang tidak layak,” jelasnya kepada 
awak media, Selasa (24/10/2023).

Udin menilai, semestinya para perusahaan tersebut tak hanya menyalur-
kan CSR pada area ring 1 mereka saja, namun melihat Kaltim secara utuh. Ia 
juga mendorong alokasi dana  Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kalau kinerja penyaluran RLH tahun kemarin sudah baik, maka perlu 
ditingkatkan lagi. Namun perlu dievaluasi bersama agar penyalurannya 
merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Legislator 
yang pernah menjabat Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, perusahaan tambang semestinya tak hanya 
menyalurkan CSR untuk hal seremonial saja. Selain untuk RLH, CSR se-
butnya juga dapat dialokasikan untuk persoalan infrastruktur dan fasilitas 
kesehatan di Kaltim.(eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

M. Udin Dorong Alokasi CSR untuk Rumah Layak Huni

Anggota Komisi I DPRD Kaltim Mu-
hammad Udin 

Fitri Maisyaroh Sebut Pentingnya Edukasi Pranikah 
untuk Membangun Ketahanan Keluarga

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri 
Maisyaroh



K oran DIGITAL

RABU
25 OKTOBER 2023 18DPRD KALTIM

SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin, 
mendorong agar Pemilu 2024 berjalan kondusif dan 
tingkat partisipasi meningkat. Ia berharap pelaksanaan 
pemilihan semua elemen masyarakat dapat menggu-
nakan hak pilihnya tak terkecuali penyandang disabilitas.

Layaknya sebuah pesta demokrasi, semua orang yang 
berhak memilih, dapat menggunakan suaranya sebagai 
bentuk merayakan demokrasi. Ia berharap bahwa setiap 
pemilih disabilitas dapat merasakan keadilan dan dukun-
gan penuh dari negara dan pihak terkait selama proses 
pemilihan. Jahidin pun memastikan bahwa pemilih dis-
abilitas sudah dijamin untuk ikut serta pada pemilu 2024. 

Ia mengajak penyelenggara pemilu dan masyarakat 
menyediakan akses khusus untuk para penyandang dis-
abilitas. Agar tidak ada kendala bagi mereka yang ingin 
memberikan suaranya. “Maka dari itu, aksesnya harus 
dipermudah. Hal ini mencakup pelayanan kepada orang 
yang sakit atau memiliki keterbatasan fisik, termasuk 
orang dengan disabilitas,” jelasnya.

Jahidin menerangkan, bagi pemilih yang tidak bisa me-
ngunjungi Tempat Pemilihan Suara (TPS), petugas KPPS 
akan mengunjungi mereka di rumah untuk memastikan hak 
pilihnya tetap terjamin. Untuk pemilih yang memang tidak 
mampu berjalan atau dalam kondisi sakit yang berat, petu-
gas TPS akan datang ke rumah mereka dengan membawa 
surat suara dan perlengkapan memilih lainnya.

Dan semua itu, terangnya, sudah ada dalan pedoman 
yang mengatur tentang teknis pendampingan bagi pemilih 
disabilitas, dan pelaksanaannya juga telah dijalankan di 
lapangan. “Dengan bantuan petugas, pemilih ini tetap dapat 
menggunakan hak pilihnya secara mandiri,” bebernya.

Politisi PKB ini berkomitmen, terus mendorong upa-
ya-upaya untuk memastikan bahwa semua warga, tanpa 
pandang keadaan fisik atau keterbatasan, dapat ikut ber-
partisipasi dalam proses demokrasi secara merata dan adil.

Komisi I sebut Jahidin, juga terus berkoordinasi  dengan 
penyelenggara pemilu untuk meningkatkan aksesibilitas 
dan pelayanan bagi pemilih disabilitas. “Dengan melibat-
kan seluruh elemen masyarakat dan terus berkoordinasi 
dengan lembaga terkait, diharapkan partisipasi pemilih 
disabilitas dalam pemilihan berikutnya akan semakin 
meningkat, dan hak-hak mereka tetap terjaga dengan 
baik,” pungkasnya. (Eky/Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

SAMARINDA – Anggota Komisi I 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kaltim, Jahidin, berharap 
seluruh lapisan masyarakat berpar-
tisipasi dalam menjaga kondusivitas 
Pemilu 2024.

Menurutnya, jelang pesta demokra-
si lima tahunan tersebut, akan ban-
yak narasi yang menyudutkan salah 
satu pihak. Ia berharap masyarakat 
menyaring sumber informasi dan ti-
dak mudah terhasut.

“Saya mengajak seluruh elemen 
masyarakat untuk sama-sama men-

jaga kondusivitas daerah menjelang 
pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 
mendatang,” ujar Pria dengan latar 
belakang advokat ini.

Suksesnya Pemilu mendatang, ujar 
Ketua PKB Samarinda ini, tidak hanya 
bergantung kepada  penyelenggara 
Pemilu baik KPU dan Bawaslu saja.

Jahidin menilai, bahwa seluruh 
elemen masyarakat memiliki peran 
untuk menyukseskan Pemilu 2024 
nanti, mulai dari menjaga kondusivi-
tas sebelum pemilu, menaikan parti-
sipasi pemilih, dan keamanan pasca 

pemilu serta beberapa hal penting 
lainnya.

Yang jelas menurutnya, Kaltim ada-
lah daerah yang aman dan tentram, 
dan harus terus terjaga kondusivi-
tasnya meskipun dihuni oleh mas-
yarakat yang majemuk. “Saat ini kita 
masih kondusif, hal ini yang harus 
kita pertahankan bersama,” pung-
kasnya. (Eky/Adv/DPRD Kaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

Jahidin Harap Masyarakat Kaltim Terus 
Jaga Kondusivitas Pemilu 2024

Jahidin Harap Partisipasi Pemilih 
Disabilitas Meningkat di Pemilu 2024

Anggota DPRD Kaltim, Jahidin
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SAMARINDA - Menjamurnya prak-
tek judi online membuat Wakil Ketua 
Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati 
prihatin. Ia pun mengingatkan kepa-
da masyarakat Kaltim untuk mengh-
indari judi online. Puji menerangkan, 
masyarakat yang terhimpit persoalan 
ekonomi, akan mencari cara cepat un-
tuk melipat gandakan uangnya melalui 
judi. Dengan perkembangan teknologi, 
situs judi dapat diakses oleh semua 
lapisan masyarakat.

Berdasarkan data Pusat Pelapo-
ran dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) melaporkan, sebanyak 2,76 
juta masyarakat Indonesia menjadi par-
tisipan dalam permainan judi online. 
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,19 
juta masyarakat merupakan golongan 
warga berpenghasilan rendah.

Melihat hal ini, menurut Puji sangat 
sulit untuk memberantas perkemban-
gan judi yang sudah via online tersebut. 
Meskipun Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo) telah memblokir 
atau menghapus 425.506 konten terkait 
judi online selama tiga bulan terakhir 
tepatnya sejak 18 Juli 2023.

Menurut Puji salah satu upaya yang 
harus dilakukan adalah memberikan 
edukasi untuk meningkatkan kes-
adaran masyarakat akan bahayanya 
judi online. Musabab, dampak dari 
candu judi online dapat merusak ke-
jiwaan seseorang.

“Banyak kasus akibat kecanduan 
judi online sangat mempengaruhi 
mental dan psikis seseorang. 
Dampak depresi dan stres kalau ser-
ing kalah main sudah pasti, belum 
kalau modal habis harus cari banyak 
cara agar dapat modal,” jelasnya.

Politisi Demokrat ini lebih lanjut me-
nerangkan, untuk meningkatkan kes-
adaran masyakarakat tentang bahaya 
judi online, butuh sinergitas dari semua 
pihak untuk memberikan edukasi. “Kami 
meminta tenaga pendidikan dan tokoh 
agama beserta orangtua saling bersin-
ergi dalam memberikan pemahaman 
dan pengawasan secara terus menerus 
agar tidak menjadi korban judi online,” 
tegasnya. (Eky/adv/DPRD Kaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

SAMARINDA - Anggota Komisi III DPRD Kaltim Romadhony Pu-
tra Pratama mengapresiasi Pemprov Kaltim, terkait realisasi pro-
gram Rumah Layak Huni (RLH). Menurut legislator termuda DPRD 
Kaltim ini, program tersebut sedikit banyak membantu masyarakat 
prasejahtera.“Saya mengapresiasi itu, sangat membantu warga 
prasejahtera Kaltim, khususnya warga Samarinda mendapatkan 
manfaatnya,” jelasnya belum lama ini.

Apalagi sebutnya, progam tersebut menggandeng perusahaan 
swasta yang ada di Kaltim. Melibatkan perusahaan dengan meman-
faatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR), sebut Dhony 
patut diacungi jempol.  

Ia meminta agar CSR dapat menyasar hal lain yang dapat dirasakan 
manfaatnya bagi masyarakat Kaltim. “Kami selalu suarakan, jangan 
sampai perusahaan tidak membangun daerahnya,” tegasnya.

Sebagai informasi hingga akhir 2022, realisasi pembangunan RLH 
ini telah mencapai 77,82 persen, dengan rincian akumulatif sejak 2019 
hingga 2022 telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 19.151 unit rumah, 
172 rumah susun (rusun) dan pembangunan 131 RLH. Pemprov 
Kaltim sendiri, menargetkan 25 ribu RLH untuk keluarga pra sejahtera 
di Kaltim hingga tahun 2023. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

Puji Setyowati Ingatkan Bahaya Judi Online

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, 
Puji Setyowati 

Romadhony Beri Apresiasi Pemprov 
Kaltim Terkait Realisasi Program RLH 

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Romad-
hony Putra Pratama 
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SAMARINDA – Mewakili pimpinan, 
S. Roy Hendrayato selaku Tenaga 
Ahli Pansus Penyelenggara Pen-
didikan Pancasila dan Wawasan 
Kebangsaan DPRD Provinsi Kali-
mantan Timur menerima kunjungan 
kerja Pansus Raperda DPRD Kabu-
paten Kutai Kartanegara, pada Senin 
(23/23).

Bertempat di Ruang Rapat Gedung 
E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, kun-
jungan tersebut dilakukan sehu-
bungan dengan adanya pembaha-
san Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Pendidikan Pancasila dan 
Wawasan Kebangsaan Kabupaten 
Kutai Kartanegara. Untuk itu Pansus 
Raperda DPRD Kukar menyambangi 
DPRD Kaltim agar mendapatkan ma-
sukan dalam perancangan Raperda 
yang dimaksud.

“Pada prinsipnya, kami tenaga ahli 
dari Pansus Penyelenggara Pendi-
dikan Pancasila dan Wawasan Ke-
bangsaan mewakili Ketua Pansus 
dan anggota yang mana dalam hal ini 

keadaan Reses. Kami menerima baik 
pertanyaan apapun yang dapat kami 
jawab terutama dalam proses pem-
buatan Perda tersebut mulai dari nol 
sampai akhir mendapatkan nomer 
daerah,” ucap Roy sapaan akrabnya.

Selanjutnya Ia mengharapkan ter-
kait apa yang sudah dilaksanakan 
oleh DPRD Provinsi dalam membuat 
inisiatif Perda Pendidikan Penye-
lenggara Pancasila juga dapat dii-
kuti oleh DPRD Kabupaten/Kota di 
Kaltim. Terlebih melihat kondisi saat 
ini, pemahaman mengenai Pancasila 
mulai mengendor di kalangan gener-
asi muda.

“Kami monitoring, mudah-muda-
han seluruh daerah kabupaten/kota 
dapat melaksanakan Perda ini se-
demikian rupa, untuk kepentingan 
menumbuh kembangkan kembali 
Pancasila”, tutupnya berpesan.

Selaras dengan itu, Ketua Pansus 
DPRD Kabupaten Kutai Kartanega-
ra Betaria Magdalena pun menga-
kui seusainya perancangan Perda 

Pendidikan Pancasila dan Wawasan 
Kebangsaan oleh DPRD Kukar, pihak-
nya siap melakukan sosialisasi dan 
memberikan pemahaman kepada 
masyarakat.

“Kami ingin lebih cepat untuk men-
jadikan ini sebuah Peraturan Daerah. 
Jika redaksi dan muatanya sudah 
sesuai, kami ingin segera disahkan 
dan  setelah itu akan segera kami 
sosialisasikan supaya masyarakat 
paham dan tau pentingnya Pancasi-
la,” ujar Betaria menjelaskan.

Semangat tersebut bukan tanpa 
alasan, hal itu lantaran Betaria dan 
anggota DPRD Kukar lainnya meng-
inginkan generasi muda penerus 
bangsa memiliki moral dan etika ses-
uai nilai-nilai Pancasila. Meski di ten-
gah maju dan lajunya perkembangan 
teknologi saat ini. (Adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

DPRD KALTIM

Kunjungan Pansus DPRD Kutai Kartanegara ke DPRD Provinsi Kaltim

DPRD Kaltim Terima Kunjungan Raker Pansus DPRD Kukar
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SAMARINDA - Komisi IV DPRD 
Kaltim yang dipimpin oleh Akhmed 
Reza Fachlevi menerima sejumlah 
pekerja yang tergabung dalam Fed-
erasi Serikat Pekerja Kebangsaan 
Kaltim di ruang rapat Gedung E lantai 
1 Kantor DPRD Kaltim.

Serikat pekerja yang bekerja pada 
salah satu perusahaan yang berger-
ak di bidang pelayaran tersebut 
mengeluhkan persoalan hak berupa 
uang lembur yang belum dibayarkan 
sejak tahun 2013 sampai 2018.

Tampak hadir dalam pertemuan 
tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi (Disnakertrans) 
Kaltim Rozani Erawadi, BPJS Sama-
rinda dan Pengawas Tenaga Kerja.

Akhmed Reza Fachlevi menjelas-
kan, tunggakan yang belum terba-
yarkan oleh pihak perusahaan dari 
tahun 2013 sampai 2018 totalnya se-
besar Rp 7,4 miliar. Namun sebagian 
dari nilai tersebut telah ada itikad 
baik dari pihak perusahaan dengan 
melakukan pembayaran sebagian 
sehingga kekurangannya tersisa Rp 

5,2 miliar.
“Kita berharap permasalahan yang 

ada dapat diselesaikan oleh perusa-
haan karena mengingat hal itu mer-
upakan bagian dari hak para pekerja,” 
ujar politisi partai Gerindra ini belum 
lama ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, bah-
wa pihaknya berkomitmen untuk 
melakukan pengawalan terhadap 
persoalan yang dikeluhkan oleh para 
tenaga kerja dengan meminta Dis-
nakertrans Kaltim dapat membantu 
mengakomodir masalah tersebut 
sampai tunggakan oleh perusahaan 
dapat dibayarkan.

“Kita sudah meminta kepada Dis-
nakertrans Kaltim untuk mengawal 
persoalan ini hingga tuntas,” ujarnya.

Dari persoalan terkait tunggakan 
tersebut, pihak perusahaan menga-
kui bahwa para tenaga kerja yang 
belum dibayar upah lemburnya, lan-
taran berada di serikat pekerja yang 
berbeda. Walau demikian, bagi Reza, 
itu bukan sebagai alasan yang bisa 
diterima untuk tidak menjalankan 

kewajiban terkait pembayaran upah 
lembur.

“Dari persoalan yang ada, kami 
juga meminta kepada Disnakertrans 
Kaltim untuk melakukan pendata-
an serikat pekerja di Kaltim supaya 
menghindari kejadian serupa ter-
ulang kembali,” tandasnya.

Reza mengatakan, dari informasi 
yang diterimanya, beberapa pekerja 
atau buruh sudah terbayarkan, na-
mun ada beberapa kendala karena 
pada saat masuk melamar kerja ada 
yang menggunakan organisasi seri-
kat pekerja yang lain.

“Sebanyak tiga organisasi serikat 
pekerja yang mereka pakai untuk 
masuk kerja, namun ini susah juga. 
Walaupun tidak ada larangan untuk 
mengikuti serikat kerja manapun. 
Kami tetap mengimbau agar ikut 
serikat kerja sesuai dengan ketentu-
an pemerintah,” pungkasnya. (Adv/
dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

DPRD KALTIM

RDP Komisi IV DPRD Kaltim.

Keluhkan Soal Pembayaran Upah Lembur, 
Serikat Pekerja “Ngadu” ke Komisi IV 
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SAMARINDA - Satu dari sekian banyak aset “tidur” milik Provinsi Kaltim 
yakni Hotel Atlet, terus didesak oleh DPRD Kaltim pemanfaatannya. 
Bukan tanpa sebab, Hotel yang dibangun untuk penyelenggaraan PON 
2008, tak terawat dibiarkan terbengkalai. Anggota Komisi IV DPRD 
Kalimantan Timur Salehuddin, mempertanyakan alasan Pemprov tak 
memanfaatkan gedung tersebut untuk fungsi yang lain. 

Dugaannya, ada ketidakseriusan dan tidak konsisten pemerintah 
provinsi, terutama dalam hal pemanfaatan Hotel Atlet. Sebab, semen-
jak PON 2008 berakhir, gedung tersebut tak dialihkan fungsinya untuk 
kegunaan lain. “Pemanfaatan Hotel Atlet sudah lama menjadi wacana, 
sejak 2016. Tapi sampai sekarang, belum ada tindak lanjut yang konkret,” 
tegas Salehuddin.

“Jangan sampai kita pandai membangun tapi tidak pandai merawat 
atau memberikan manfaat dari bangunan yang kita bangun,” sambun-
gnya.

Padahal, menurut Politisi Golkar ini, Hotel Atlet dapat dimanfaatkan 
untuk hal lain, mulai dari perkantoran, pusat pelayanan publik hingga 
jadi wadah usaha para pelaku UMKM. “Sayang kalau dibiarkan saja. 
Sekarang kondisinya sudah miris, banyak peralatan yang tidak berfungsi 
atau hilang,” ungkapnya.

Salehuddin menganggap, memanfaatkan aset daerah yang terbeng-
kalai, berpotensi untuk menambah pundi-pundi PAD. Tak hanya itu, 
masyarakat juga akan merasakan dampaknya karena memiliki fasilitas 
yang memiliki kegunaan. “Kalau Hotel Atlet itu harus punya nilai ekonomi 
dan sosial dengan dimanfaatkan lagi. Banyak aktivitas pemuda dan 
olahraga di sana,” tandasnya.(eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

BALIKPAPAN - Pekan lalu Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Yusuf 
Mustafa, hadir dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat 
Mantap Brata Mahakam 2023-2024, di Balikpapan.

Yusuf yang mewakili pimpinan DPRD Kaltim, mengatakan bahwa DPRD 
Kalimantan Timur mendukung penuh, pelaksanaan Pemilu 2024 di Benua 
Etam berjalan khidmat dengan menjaga persatuan dan kekompakan.

Ia pun memberikan apreasiasi melihat kesiapsiagaan personel yang 
dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto jelang 
pengamanan Pemilu 2024.“Sebagai anggota legislatif hanya memonitor, 
yang jelas kami memberikan dukungan dalam rangka menjelang pemilu. 
Harus kompak dan bersatu”, ucapnya.

Politisi Golkar ini berharap,  Pemilu 2024 dapat berlangsung kondusif. 
Dengan saling bahu-membahu, saling kompak dalam mendukung serta 
mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai.

Turut hadir peserta apel meliputi FKPD TK I, Pejabat Polda serta stake 
holder lainnya. Kemudian, Apel ditutup dengan penyematan pita oleh 
Kapolda Kaltim kepada tiga perwakilan personil. (Eky/Adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

DPRD KALTIM

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sale-
huddin

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Yusuf Mus-
tofa

Pemanfaatan Hotel Atlet, Salehuddin: Wacana 
sejak 2016, Tak Ada Tindak Lanjut

Yusuf Mustafa Apresiasi Kesiapsiagaan Polda 
Kaltim Jelang Pengamanan Pemilu 2024
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BONTANG - Salah satu langkah me-
maksimalkan pelayanan untuk mas-
yarakat yang semakin modern ini, 
Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tel-
ah membuka perizinan online sejak 
2018 lalu. 

Pelayanan ini milik pemerintah 
daerah namun dikelola oleh DP-
MPTSP. Beberapa perizinan sebe-
narnya telah dialihkan ke Online Sin-
gle Submission Risk Based Approach 
(OSS-RBA) mulai 2019, sehingga da-
lam perizinan digital terdapat 46 jenis 
kepengurusan sisanya. 

Beberapa jenis yang dapat diurus 
di perizinan digital yakni izin bongkar 
trotoar, izin mempekerjakan tenaga 
kerja asing, izin mendirikan rumah 
sakit pemerintah, izin operasional 
klinik pemerintah, izin operasional 
laboratorium kesehatan, izin opera-
sional puskesmas, izin operasional 
rumah sakit pemerintah dan masih 

banyak lagi. 
Kepengurusan ini dapat dilakukan 

di rumah dengan membuka web-
site https://pd.bontangkota.go.id 
atau datang langsung ke DPMPTSP, 
nantinya jika datang ke PTSP akan 
diberikan arahan terkait berkas-ber-

kas yang harus diupload. 
“Kalau berkas yang diurus melalui 

perizinan digital itu biasanya ada 
jangka waktunya sekitar 6 bulan, 
kalau izin di OSS-RBA bisa berlaku 
selamanya,” jelas Fidia, Customer 
Service DPMPTSP. (sya/adv)

DPMPTSP Buka Pelayanan Online Sejak 2018

SYAKURAH/RADARBONTANG

Website perizinan digital DPMPTSP.  
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BONTANG - Mengajak anak ke dok-
ter sering kali menjadi tantangan 
bagi para orang tua. Sebagian besar 
anak menolak dan sangat rewel keti-
ka akan diperiksa oleh dokter. Anak 
menjadi takut saat diperiksa oleh 
dokter, membuat sebagian orang tua 
cemas dan khawatir. 

Dokter Spesialis Anak, Dr. Arlita Eka 
Putri Vivin Puspitasari, Sp.A di RSUD 
Taman Husada Bontang memberi-
kan beberapa tips dan cara mudah 
untuk mengatasi anak yang takut jika 
ingin diperiksa oleh dokter. 

“Dalam artian, ada beberapa hal 
kepentingan saat bertemu dengan dok-
ter. Bisa jadi datang menemui dokter 
saat lagi kontrol, periksa karena sedang 
dalam keadaan batuk pilek, bahkan saat 
anak disuntik untuk mendapatkan vani-
sasi,” ucapnya, Selasa (24/10/2023). 

Diusahakan untuk tetap menyam-
paikan ke anak-anak jika nantinya 
akan pergi ke Pusat Kesehatan Mas-
yarakat (Puskesmas), Rumah Sakit 
(RS), bahkan ke Klinik. Dan disarank-
an agar anak bisa membawa mainan, 
atau cemilan kesukaannya. 

“Nantinya saat pergi menemui dok-

ter anak-anak bisa membawa main-
an favoritnya, biar  mereka merasa 
nyaman. Bahkan bisa juga memba-
wa cemilan atau snack kesukaan 
mereka,” paparnya.

Selain membawa mainan atau ce-
milan kesukaan anak, kita sebagai 
orang tua tidak boleh berbohong ke-
pada anak, atau memberikan hara-
pan palsu.  “Jangan juga berbohong, 
misalkan mengatakan jika nantinya 
di rumah sakit sangat banyak main-
an, atau segala macam. Intinya jan-
gan memberikan harapan yang tidak 
pasti kepada anak-anak,” ungkapnya. 

Selain itu juga, dr Putri juga menam-
bahkan beberapa hari sebelum pergi 
ke Puskesmas, rumah sakit, atau klinik, 
sebaiknya anak tersebut diberi arahan 
terlebih dahulu untuk pemeriksaan. 
Bahkan dipraktekkan di rumah, seperti 
apa dokter melakukan pemeriksaan. 
Mulai dari membuka mulut, mengecek 
suhu badan menggunakan Termom-
eter, bahkan memeriksa bagian dada 
menggunakan Stetoskop. (adv)

Pewarta : Dwi
Editor : Nicha Ratnasari

RSUD TAMAN HUSADA

Anak Takut ke Dokter? Ada Beberapa Tips Jitu untuk Mengatasinya

Dr Arlita Eka Putri Vivin Puspitasari, 
dokter spesialis anak RSUD Taman 
Husada Bontang. 
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BALIKPAPAN - Wakil Presiden 
RI, Ma’ruf Amin membuka secara 
langsung Silaturahim Nasional (Si-
latnas) ke-VII Kontak Santri Agrib-
isnis Indonesia (Konsain) di Pondok 
Pesantren Syaichona Cholil, Selasa 
(24/10/2023). 

Sebelum membuka secara resmi, 
Wapres sempat memberi arahan ke-
pada kiai, bu nyai dan para santri 
terkait peran santri di Indonesia. Hal 
ini tak lepas dari Hari Santri Nasional 
yang baru saja diperingati pada 22 
Oktober kemarin. 

Wapres mengatakan, peran san-
tri dalam bidang pembangunan di 
Indonesia sangat penting. Bahkan 
melalui bidang perekonomian, peran 
santri harus bisa sangat unggul. Hal 

ini berkaca pada pengalaman san-
tri di masa lampau, di mana santri 
memiliki andil dalam kemakmuran 
negeri ini. 

“Santri itu harus membawa per-
baikan sebagai penjaga tanah air, 
negara dan bangsa,” ujarnya. 

Lebih lanjut Wapres menjelaskan, 
para santri juga diharapkan mampu 
memakmurkan perekonomian bang-
sa dalam berbagai bidang. Dan salah 
satunya seperti agribisnis ini. 

“Saat ini peran santri mulai berku-
rang dalam pembangunan. Untuk itu 
ayo para santri bangkit, momentum 
Hari Santri Nasional kemarin ada-
lah kebangkitan bagi para santri,” 
jelasnya. 

Adapun sektor agribisnis yang 

diharapkan mampu menopang per-
ekonomian bangsa, adalah  santri 
dapat memanfaatkan pertanian, pe-
ternakan, pertanian bahkan jika perlu 
melalui perdagangan. 

“Kan bisa santri membuka usaha 
pertanian, peternakan kalau perlu 
ada perdagangan. Sehingga pere-
konomian bangsa ini semakin maju,” 
tambah Wapres. 

Usai memberi arahan, Wapres pun 
langsung membuka Silaturahim Na-
sional (Silatnas) ke-VII Kontak Santri 
Agribisnis Indonesia (Konsain) den-
gan memukul beduk.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin saat membuka Silaturahim Nasional (Silatnas) ke-VII Kontak Santri Agribisnis Indonesia 
(Konsain) di Pondok Pesantren Syaichona Cholil, Selasa (24/10).

Wapres RI Buka Silatnas ke-VII Konsain di Balikpapan 
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KUTAI BARAT -  Dalam rangka 
pelaksanaan acara Dahau Hari Ulang 
Tahun (HUT) Kutai Barat (Kubar) ke-
24, Pemerintah Kabupaten Kubar 
melaksanakan Rurant Adat Sempe-
kat, yakni Pertemuan Makan Ber-
sama tokoh, pejabat, dan lapisan 
masyarakat.

Acara yang dimulai pukul 12.00 
Wita pada Senin (23/10/2023) di 
Lamin Oheng Barong Tongkok, dii-
kuti oleh 150 undangan yang turut 
dihadiri  Bupati Kutai Barat,  FX Yapan 
bersama Wakil Bupati Kubar Edyan-
to Arkan, Asisten, Staf Ahli, Ketua 
DPRD, Dandim, Kaporles, para Kepala 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 
Anggota DPRD, Para Pejabat Asel-
on, Camat, dan jajaran masyarakat 
yang hadir untuk meriahkan acara 
tersebut.

Dalam sambutanya,  Bupati FX  Ya-
pan mengungkapkan bahwa acara 
ini sebagai pembuka acara Dahau 
yang ke-24 yang dimulai pada 23 
Oktober - 5 November 2023. 

“Selain agenda kegiatan Dahau, juga 
akan ada  rencana penyambutan kun-
jungan kerja Presiden Republik Indo-
nesia, Joko Widodo yang mudah-mu-
dahan dapat hadir di Kabupaten Kutai 
Barat,” terang Bupati Kubar. 

Menurutnya, warga Kubar patut 
bersyukur IKN dan Kutai Barat adalah 
sebagai kota penyangga. Tentunya 
hal ini akan berdampak kepada mas-
yarakat di  Kutai Barat. 

“Melalui kerjasama dengan Kepa-
la Adat Besar Kabupaten termasuk 
juga salah satu panitia seksi adat,  
juga ada rencana pelantikan pengu-
rus adat Kabupaten,” lanjut Yapan.

Tak lupa pihaknya turut berterima 
kasih kepada seluruh masyarakat 
Kabupaten Kutai Barat yang telah 
membantu selama kepemimpinan-
nya.  “Saya pribadi memohon maaf 
yang sebesar-besarnya apabila ter-
dapat salah selama kepemimpinan 
yang saya jalankan,” tutur Yapan.

Sementara itu Kapolres Kutai Barat 
AKBP Heri Rusyaman yang berhalan-
gan hadir dan diwalkili oleh  Kabag 

Ops AKP Emanual Teguh Budi Santo-
so menyampaikan Polres Kutai Barat 
siap menerima dan juga mendukung 
kegiatan acara Dahau. 

“Kami juga akan menempatkan an-
ggota untuk mengamankan secara 
terbuka maupun tertutup kegiatan 
baik itu pelaksanaannya maupun 
juga warga masyarakat Kabupaten  
Kutai Barat,” imbuhnya. 

Selain itu, kegiatan Dahau dipastikan 
aman dan kondusif karena kerjasa-
ma dan hasil dukungan semua pihak.  
“Sekali lagi mohon maaf atas segala 
kekurangan maupun juga dalam pen-
yampaian karena dalam hal ini kami 
hanya mewakili dari pada bapak Kapol-
res yang tidak bisa hadir,” pungkasnya.

Penulis : Ichal 
Editor : Nicha Ratnasari

Rurant Adat Sempekat, Bupati Yapan 
Sampaikan Terima Kasih untuk Warga Kubar
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PASER - Sekelompok pedagang 
di Pasar Induk Penyembolum Sen-
aken mendatangi Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Paser dalam meminta ke-
pastian penggunaan kios baru yang 
tak kunjung dihuni.

Kedatangan para pedagang itu 
diterima Komisi III DPRD Kabupaten 
Paser dan melangsungkan Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) bersama 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
terkait di Lingkungan Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab) Paser.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Ka-
bupaten Paser, Basri Mansur men-
yatakan, pedagang yang berhak me-
nempati kios baru harus memenuhi 
empat kriteria. Yakni sudah didata, 
aktif membayar retribusi, punya Hak 
Guna Pakai (HGP) dan tidak punya 
tunggakan retribusi. 

“Kami sudah minta Pemkab Pas-
er untuk bisa memverifikasi semua 
pedagang dan harus sesuai perda 
dan aturan yang ada. Artinya satu 

pedagang hanya boleh satu lapak 
dan tidak boleh lebih,” tegasnya.

Basri menegaskan, jika permasala-
han ini masih berlarut, ia memastikan 
DPRD Kabupaten Paser akan mem-
bentuk Panitia Khusus (Pansus). 
Sehingga ia meminta keseriusan 
Pemkab Paser untuk segera menin-
daklanjuti hal tersebut.

“Jangan ada permainan satu peda-
gang satu, tidak boleh lebih lagi. Se-
belumnya ada juga kebijakan bahwa 
yang  memiliki lima lapak, bisa dapat 
dua lapak, tapi saya tegaskan tidak 
boleh lebih dari satu,” katanya.

Sementara itu Asisten Perekono-
mian dan Pembangunan (Ekbang) 
Sekretariat Daerah (Setda) Paser, Adi 
Maulana memastikan bahwa Pemk-
ab Paser pada intinya ingin menata, 
supaya Pasar Induk Penyembolum 
Senaken lebih menarik.

“Jika rapi, tertib, tentu banyak 
orang yang datang, dan yang untung 
pun juga pedagang,” katanya.

Dalam penataan pedagang, Pemk-

ab Paser memiliki berbagai regulasi. 
Namun ia menyadari adanya peratur-
an ini pasti berdampak pada ragam 
tanggapan pedagang. Sehingga ia 
akan mencoba menyesuaikan aturan 
dengan usulan para pedagang.

“Semisal ada pedagang hanya me-
menuhi satu, dua atau tiga kriteria, 
hal demikian lah yang masih dira-
patkan oleh tim. Apakah ada peda-
gang yang tidak memenuhi empat 
syarat itu, apabila pedagang hanya 
memenuhi dua syarat bagaimana 
ini masih kita rapatkan lagi,” katanya.

Dalam RDP tersebut, Anggota 
DPRD Kabupaten Paser yang had-
ir, yakni Budi Santo dan Lamaludin. 
Sementara dari OPD yakni Kasatpol 
PP Kabupaten Paser, M Guntur, Kepa-
la Disperindagkop UKM Kabupaten 
Paser, M.Yusuf. 

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

RDP dengan pedagang serta OPD terkait

Pedagang Pasar Senaken Datangi DPRD, 
Tanyakan Penggunaan Kios Baru
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TANJUNG SELOR -  Pemerintah ka-
bupaten Bulungan, gelar rapat evalu-
asi mengenai Kabupaten Layak Anak 
(KLA). Dengan melibatkan unsur ter-
kait termasuk pihak perusahaan. 

Kepala Badan Perencanaan Pem-
bangunan Daerah Penelitian dan 
Pengembangan (Bapeda Litbang) 
Bulungan, Iwan Sugianta saat 
dikonfirmasi menjelaskan, rapat 
ini tindaklanjut dari evaluasi yang 
telah dilakukan oleh pemerintah 
provinsi dan pusat beberapa waktu 
lalu. 

“Harapannya melalui rapat ini, 
dapat menaikan skor KLA Bulungan, 
tidak hanya sebagai pratama tapi bisa 
naik menjadi madya,” ungkap Iwan 
Sugianta, saat dikonfirmasi oleh 
wartawan, Selasa (24/10/2023). 

Pertemuan yang melibatkan be-
berapa unsur Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) terkait, kata Iwan un-
tuk memastikan kesiapan dan doku-
men yang mendasari. Termasuk dari 
sisi penganggaran, yang mesti harus 
dipersiapkan. 

“Soal penganggaran juga kita sam-
paikan untuk tahun 2024. Melalui 
rapat tersebut, semua bisa berger-
ak dan dokumen yang kurang akan 
dilengkapi,” tukasnya. 

Sehingga dengan begitu, ketika ada 
penilaian pada tahun 2024, status 
KLA Bulungan bisa naik dari Prata-
ma ke madya. Meskipun begitu, kata 
dia ada beberapa kelengkapan yang 
masti dipenuhi terlebih dahulu oleh 
pemerintah daerah. 

Dalam proses pelaksanaan, pe-
merintah tetap berlandaskan pada 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 
tahun 2019. Termasuk didalamnya 
akan disusun Rencana Aksi Daerah 
(RAD), dengan kedepannya akan ter-
us berupaya melakukan revisi pada 

aturan yang baru. Ada beberapa pro-
gram yang belum terakomodir da-
lam Perda. Kemudian yang utama 
lagi soal peran publikasi agar KLA 
Bulungan bisa benar-benar memiliki 
gaung. 

“Sehingga orang luar mengetahui, 
bahwa pemkab  Bulungan berupaya 
untuk menciptakan KLA dengan mel-
ibatkan lintas sektor,” tuturnya. 

Sementara itu, ketua DPRD Bu-
lungan Kilat saat dikonfirmasi 
menambahkan pihaknya men-
dorong peran serta lintas sektor 
dalam mendukung program pe-
merintah. KLA kata dia, harus di-
maknai secara luas, artinya dari 
sisi pelayanan harus disediakan 
ruang tersendiri bagi anak-anak 
untuk berekspresi,termasuk fasil-
itas publik mesti disediakan taman 
bermain bagi anak. 

“Termasuk beberapa hal penting 
untuk mendorong, Kabupaten Layak 

Anak. Kita berharap, ini bisa tere-
alisasikan dan diimplementasikan 
sehingga ada nilai lebih terhadap 
pelayanan pemerintah oleh mas-
yarakat,” tuturnya.

Disamping itu, penerapan fasilitas 
yang ramah terhadap anak, mesti 
diterapkan juga bagi fasilitas publik 
termasuk pihak perusahaan. Mis-
alnya, dengan memastikan anak di 
bawa umur tidak diperkenankan un-
tuk bekerja di perusahaan layaknya 
orang dewasa, jikalau pun itu ada 
harus ada perlakuan khusus dengan 
tetap memperhatikan tumbuh kem-
bang anak. 

“Kita apresiasi adanya KLA ini, de-
wan berharap program ini ditingkat-
kan sampai anak-anak di Bulungan 
merasakan mandi langsung, dari pro-
gram tersebut,” tandasnya. (tin/and)

Editor: Andhika

Target KLA Bulungan 
2024 Naik jadi Madya



RABU
25 OKTOBER 2023 3

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I 
DPRD Berau, Syarifatul Syadiah dan 
Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Sri 
Kumalasari mendampingi Wakil Ket-
ua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjai-
fudian berkunjung sekaligus secara 
simbolis memberikan beasiswa Pro-
gram Indonesia Pintar (PIP) kepada 
para penerima dari berbagai tingka-
tan sekolah, di SMAN 2 Berau.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Het-
ifah Sjaifudian telah menyiapkan se-
banyak 15.000 kuota beasiswa PIP 
bagi para pelajar yang ada di Kabu-
paten Berau. Yang terbagi menjadi 
gelombang pertama 10.000 kuota dan 
kedua sebanyak 5.000 kuota.

Beasiswa tersebut ditargetkan un-
tuk mendorong minat belajar dan 
membantu kelancaran pendidikan 
bagi pelajar yang menerimanya. 
Apalagi Berau masuk dalam KSPN 
sehingga perlu memiliki SDM yang 
unggul di bidang akademik.

“Tadi saya sudah mendengar usu-
lan dan masukan terkait beasiswa 

PIP, tentunya menjadi catatan khu-
sus untuk menjadi bahan evaluasi ke 
depannya,” terang Hetifah.

Meski saat ini pendidikan sudah 
gratis, namun diakuinya kebutuhan 
pendukung pembelajaran tetap per-
lu dipenuhi secara pribadi. Sehingga 
melalui beasiswa tersebut diharap-
kan dapat membantu penerima yang 
membutuhkan. “Saat ini kami juga 
tengah berupaya mempercepat pen-
cairan beasiswa PIP untuk Berau. Kita 
juga akan dorong perbankan untuk 
jemput bola ke pelajar yang jauh dari 
akses menuju perbankan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil 
Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah 
mengatakan, dirinya mewakili DPRD 
Berau berterima kasih kepada Wakil 
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjai-
fudian yang berkenan turun langsung 
ke Daerah Pemilihan (Dapil), khusus-
nya di Kabupaten Berau.

“Ini merupakan bentuk perhatian 
yang diberikan kepada kita, khusus-
nya pemberian beasiswa bagi pelajar 

di Kabupaten Berau,” ungkapnya.
Ia pribadi juga mengapresiasi per-

hatian yang diberikan sebagai bentuk 
kepedulian terhadap dunia pendi-
dikan melalui beasiswa PIP terse-
but. Masyarakat yang menginginkan 
anaknya mendapatkan beasiswa bisa 
mengusulkan melalui perwakilan 
rakyat, yakni Hetifah.

“Kami dari DPRD Berau mengucap-
kan banyak terima kasih kepada Ibu 
Hetifah yang memberikan aspirasinya 
berupa beasiswa untuk siswa-siswi di 
Bumi Batiwakkal,” ucapnya.

Syarifatul berharap, anak-anak di 
Kabupaten Berau tidak ada lagi yang 
tidak bersekolah atau sampai putus 
sekolah. Pasalnya, pemerintah tidak 
memungut biaya apapun untuk se-
kolah. Yang ada malah memberikan 
beasiswa berupa PIP ini.

“Semoga para pelajar di Berau kelak 
menjadi generasi yang membanggakan 
orangtua dan membawa nama baik se-
kolah hingga sukses di masa yang akan 
datang,” harapnya. (adv/and)

Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah saat mendampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Syarifatul Apresiasi Perhatian Hetifah untuk Pendidikan Berau
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TANJUNG REDEB – Praktik judi 
online yang saat ini masih marak 
dilakukan masyarakat menarik per-
hatian berbagai pihak, tak terkecua-
li jajaran legislatif. Anggota Komisi 
I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo 
mengungkapkan, mengenai praktik 
judi online tersebut, harus ada pen-
gawasan maksimal dari pihak terkait.

“Karena dampak dari judi online 
ini sangat berbahaya dan luas, bisa 
menyerang psikologis seseorang dan 
sebagainya,” ungkapnya.

Dirinya mencontohkan, judi online 
telah menyumbang angka perceraian 
di Kabupaten Berau, yakni mencapai 
200 kasus. Sehingga dampak yang 
ditimbulkan sangat buruk. “Artinya 
banyak masyarakat Berau yang men-
gakses situs-situs judi online terse-
but. Kita khawatir, dampaknya juga 
akan merambat kepada perbuatan 
kriminalitas,” tuturnya.

Dia meminta Dinas Komunikasi dan 
Informatika (Diskominfo) Berau mem-
perhatikan maraknya praktik judi online 
tersebut, sebab memicu persoalan pri-
vasi warga yang akan berdampak luas. 
“Saya kira sebagai upaya pencegahan 
maraknya praktik judi online ini, harus 

ada pengawasan teknologis,” ujarnya.
Ditegaskan Falen, Diskominfo Be-

rau harus aktif mengawasi situs-si-
tus perjudian. Jangan sampai, kata 
dia, masyarakat dapat dengan mu-
dah mengaksesnya. “Kita tidak ingin, 
akibat dampak buruk dari judi online 
ini bisa melahirkan masalah-mas-
alah sosial baru,” imbuhnya.

Kendati demikian, politikus 

Demokrat ini mengimbau mas-
yarakat untuk lebih bijak menggu-
nakan teknologi agar tidak meru-
gikan diri sendiri dan oranh lain. 
“Sebaiknya lebih bijak memilih apa 
yang sebaiknya dilakukan dengan te-
knologi yang semakin maju. Dampa-
knya sangat banyak sekali, bahkan 
turunan dampaknya pun lebih ban-
yak lagi,” tandasnya. (adv/and)

TANJUNG REDEB – Rencana pembangunan sentra tahu dan tempe 
di Kampung Tasuk, diketahui sedang mandek. Hal itu disorot Anggota 
Komisi II DPRD Berau, Nurung.

Diketahui, mandeknya rencana pembangunan sentra tahu dan tempe 
itu dikarenakan luasan lahan yang kurang mendapat perhatian.

Nurung menilai, hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Pas-
alnya, dari lima hektare lahan yang dibutuhkan, baru tersedia dua hektare.

Menurutnya, dengan adanya sentra tahu dan tempe tersebut sangatlah 
bagus. Di mana Kabupaten Berau akan memiliki tempat atau produksi 
satu atap, sehingga bisa lebih tertata.

“Ini program yang bagus, karena bisa tertata. Maka dari itu saya dukung 
juga adanya sentra tahu dan tempe ini,” terangnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini meminta Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk lebih aktif dalam mengajukan 
pembebasan lahan, sehingga pembangunan sentra tahu dan tempe itu 
dapat segera terealisasi.

“Antar OPD terkait harus rajin berkoordinasi, sehingga realisasinya 
bisa berjalan,” tuturnya.

Meski belum bisa terealisasi pada tahun ini, Nurung meminta progres 
tersebut bisa berjalan dan tidak berhenti di perencanaan saja. “Jangan 
diam di tempat. Maka dari itu pemkab juga harus mencari solusi terkait 
dengan kekurangan lahan tersebut,” tandasnya. (adv/and)

Soroti Mandeknya Pembangunan Sentra Tahu dan Tempe

Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung

Praktik Judi Online Harus Diperhatikan Serius, 
Jangan Timbulkan Masalah Sosial Baru

Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo
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Dorong Pembangunan 
Jembatan Kelay jadi Prioritas

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto men-
gusulkan pembangunan Jembatan Kelay III diprioritaskan pada 2024 
mendatang.

Dia mengatakan, pembangunan jembatan tersebut nantinya akan 
dilakukan secara bertahap. “Jembatan kelay III ini merupakan prioritas 
dari Komisi III. Dari usulan akan dilakukan bertahap dan langkah per-
tama akan dilakukan pembebasan lahan, kemudian dibangun pondasi 
dahulu,” katanya.

Dirinya mengungkapkan, anggaran yang akan dikucurkan nantinya 
terbilang cukup besar, yakni Rp 200 miliar hingga jembatan rampung 
dibangun.

Menurutnya, pembangunan secara bertahap karena untuk menekan 
beban anggaran dari Pemkab Berau nantinya. “Jadi langkah kami, se-
mentara jembatan yanga ada masih bisa dipakai, mungkin tahun ini 
akan dilakukan pondasi dahulu atau langkah pertama bisa dibebaskan 
lahan,” paparnya.

“Kita tidak sekaligus menganggarkan sebesar itu. Jadi tahap demi 
tahap agar tidak membebani APBD kita,” tandasnya. (adv/and)

TANJUNG REDEB – Dengan disahkannya 4 Rap-
erda menjadi Perda, salah satunya Perda Peru-
bahan atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Ten-
tang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan 
pada rapat paripurna beberapa waktu lalu dinilai 
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno harus 
dapat mengakomodir masyarakat sekitar wilayah 
perkebunan.

Dia mengaku menginginkan masyarakat di seki-
tar perkebunan bisa mendapat manfaat perekono-
mian atas kehadiran perkebunan di wilayahnya. 
Salah satunya diberikan peluang untuk melibat-
kan masyarakat dalam mengelola limbah.

“Itu bisa menjadi sumber ekonomi yang 
baru untuk masyarakat perkebunan,” ungkap 
Suharno.

Selain itu diungkapkannya, tidak kalah penting 
agar Pemkab Berau mengkaji ulang untuk bisa 
memberi bantuan bibit sawit kepada masyarakat.

“Bantuan bibit kelapa sawit kepada masyarakat 
selama ini tidak pernah ada lagi. Padahal dengan 
bantuan bibit sawit tersebut, masyarakat sangat 
terbantu untuk meningkatkan perekonomian,” 
jelasnya.

Dengan disahkannya Perda Perubahan atas 
Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemban-
gunan Perkebunan Berkelanjutan tersebut, fraksi 
PPP menyetujui namun tetap berharap agar segala 
catatan yang diberikan oleh fraksi PPP menjadi 
perhatian bagi Pemkab Berau. (adv/and)

Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto

Harap Masyarakat di Sekitar 
Perkebunan Dapat Diakomodir

Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno
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TANA TIDUNG - Bupati KTT Ibra-
him Ali, didampingi Pelaksana Tu-
gas (PLT) Kepala Dinas Pendidikan, 
Irdiansyah gelar monitoring pelak-
sanaan asessment Nasional Tingkat 
Sekolah Dasar (SD), bertempat  di SDN 
013 Tana Tidung, Senin (23/10/2023) 
kemarin.

Disela monitoring tersebut, Ibra-
him Ali menerangkan, assessment 
nasional merupakan program pe-
nilaian terhadap mutu setiap sekolah, 
madrasah, dan program kesetaraan 
pada jenjang dasar dan menengah.

“Informasi tersebut, diperoleh 
dari tiga instrumen utama. Berupa, 
assessment kompetensi minimum 
(AKM), survei karakter,  serta survei 
lingkungan belajar,” ungkapnya.

Dengan menggunakan metode 
pelaksanaan berbasis komputer, 
daring atau semi daring. Disamping 
itu, assessment nasional juga bertu-
juan untuk menunjukkan apa yang 
seharusnya menjadi tujuan utama 
sekolah. 

“Berupa pengembangan kompe-
tensi dan karakter murid,” jelasnya. 

Ibrahim berharap, dari hasil as-
sessment tersebut dapat mendorong 
sekolah serta Dinas Pendidikan un-

tuk memfokuskan sumber daya pada 
perbaikan mutu pembelajaran. Uta-
manya, dalam hal peningkatan mutu 
pendidikan berkualitas di Kabupaten 
Tana Tidung. 

Disisi lain, monitoring yang dilaku-
kan bertujuan untuk memantau dan 
memberikan informasi berkaitan 
dengan pelaksanaan assesment Na-
sional. Diharapkan, dalam pelaksa-
naan assesment tetap berlandaskan 
pada Standar Operasional Prosedur 
(SOP) serta petunjuk teknis (juknis) 
yang telah ditetapkan.

Diterangkan, Ibrahim Assesment 
Nasional tingkat SD. Tidak hanya 
bertujuan untuk memotret penca-
paian belajar kognitif peserta didik, 
tetapi juga dapat melihat hasil belajar 
secara emosional peserta didik. 

“Termasuk dengan sikap, nilai dan 
juga keyakinan, serta perilaku seh-
ingga dapat diprediksi soal perilaku 
peserta didik,” tutupnya. (tin/and)

Editor: Andhika

Bupati KTT Ibrahim Ali saat melakukan monitoring pada salah satu lembaga pendidikan di KTT. 

Assessment Nasional Tingkat SD Tolak Ukur Kemampuan Siswa
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TANJUNG SELOR - Komisi Pemili-
han Umum (KPU) Republik Indonesia 
(RI) telah mengeluarkan pengumu-
man Nomor 107/SDM-12-Pu/04/2023. 
Tentang Tim Seleksi Calon Anggota 
KPU Provinsi di 5  Provinsi dan KPU 
Kabupaten/ Kota pada 43 Kabupaten/
Kota di 9 Provinsi. 

Salah satunya Provinsi Kalimantan 
Utara (Kaltara) beberapa nama timsel 
yang dicantumkan dalam pengumu-
man itu, diantaranya Ade Saktiawan 
Amirullah, Ahmatang, Mohammad 
Ilham Agang, Mohammad Ridwan 
dan Sugeng Supriyanto. 

Hasil pleno tingkat Timsel, Ade 
Saktiawan Amirullah dipercayakan 
sebagai ketua Timsel, kepada war-
tawan dia menyampaikan soal taha-
pan seleksi calon anggota KPU Kaltara 
periode 2024-2029, telah resmi dib-
uka pengumuman pendaftaran pada 
24-30 Oktober 2023.

Pendaftaran, 24-4 November, pe-
nelitian administrasi 24-11 Novem-
ber, perpanjangan pendaftaran 5-10 
November, penetapan hasil peneli-
tian administrasi 12-13 November, 
pengumuman hasil penelitian ad-
ministrasi 14-16 November. 

Kemudian, untuk seleksi tertulis dan 
psikologi 17-26 November, peneta-
pan hasil seleksi tertulis dan psikologi 
27-28 November, pengumuman hasil 
seleksi tertulis dan psikologi 29-30 
November, masukan dan tanggapan 
masyarakat, 29-4 Desember, test kes-
ehatan 1-3 Desember. 

Wawancara 4-8 Desember, pen-
etapan hasil test kesehatan dan 
wawancara 9-10 Desember, peng-

umuman hasil seleksi anggota KPU 
Provinsi dan Kabupaten/Kota 11-12 
Desember, dan penyampaian nama 
calon anggota KPU Provinsi dan Ka-
bupaten/Kota 11-13 Desember 2023.

“Tahapan ini, berdasarkan pada 
Keputusan KPU nomor 1397 tahun 
2023,” ujarnya. 

Dikatakan, sebelum pendaftaran 
dibuka, mereka telah mengikuti 
Bimbingan teknis (bimtek) selama 
tiga hari di Jakarta. Bersamaan den-
gan lima Provinsi lain yang mengelar 
perekrutan anggota KPU di tingkat 
Provinsi. “Untuk pendaftaran dibuka 
melalui  Sistem Informasi Anggota 
KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA),” 
tuturnya. 

Selanjutnya, timsel akan melanjut-
kan tahapan sosialisasi ke Kabupaten 

dan Kota di Kaltara. Adapun, jadwalnya 
sebagai berikut, ke Kabupaten Mali-
nau pada 25 Oktober, KTT 26 Oktober, 
Kabupaten Bulungan 27 Oktober, Kota 
Tarakan  25 Oktober dan Kabupaten 
Nunukan 26 Oktober 2023.

“Seluruh kegiatan sosialisasi 
dilakukan di kantor KPU Kabupat-
en dan Kota, sedangkan  untuk se-
kertariat timsel bertempat di Hotel 
Pangeran Khar Tanjung Selor,” be-
bernya. 

Melalui sosialisasi, diharapkan bisa 
dijangkau sebanyaknya oleh mas-
yarakat, sehingga dapat meningkat-
kan animo masyarakat dalam mengi-
kuti seleksi KPU Provinsi di Kaltara. 
(tin/and)

Editor: Andhika

Timsel calon anggota KPU Kaltara, saat mensosialisasikan tahapan dan pendaftaran calon anggota KPU Kaltara. 

Berikut Tahapan Seleksi Anggota KPU Kaltara



RABU
25 OKTOBER 2023 8TARAKAN

TARAKAN -  Wali Kota Tarakan, dr. 
Khairul meresmikan Balai Penyuluh 
Pertanian yang terletak di Karang 
Harapan, Kota Tarakan, Kaliman-
tan Utara, Selasa (24/10/2023) pagi. 
Peresmian Balai Penyuluh Pertani-
an tersebut bertepatan dengan Hari 
Pangan Sedunia yang mengangkat 
tema “Water is Life, Water is Food”.

Khairul mengatakan dengan luas 
lahan yang hanya berukuran 250 
kilometer persegi, Tarakan memi-
liki lahan terbatas. “40 persen untuk 
Hutan Lindung, Hutan Kota dan Ru-
ang Terbuka Hijau (RTH). Sehingga 
yang bisa digunakan hanya 60 persen 
dari luas lahan yang ada. Dikurangi 
lagi lahan wilayah kerja pertamban-
gan  dan wilayah pertahanan,” ucap 
Khairul usai kegiatan peresmian, Se-
lasa (24/10/2023).

Luas wilayah pertanian yang min-
im tersebut tidak diimbangi dengan 
jumlah penduduk. Dimana jumlah 
penduduk di Tarakan setiap tahunnya 
terus bertambah. Hal ini terjadi kare-
na Tarakan merupakan kota transit 
sehingga pertumbuhan penduduk 
menjadi hal yang tidak terelakkan.

Untuk itu, dia berharap petani di 
Tarakan dapat memanfaatkan luas 
lahan yang ada. Salah satunya den-

gan memanfaatkan Balai Penyuluh 
Pertanian yang baru saja diresmi-
kan. Khairul optimis, meskipun la-
han di Tarakan tidak luas, produksi 
pertanian dapat dimaksimalkan jika 
diimbangi dengan teknologi.  “Lahan 
bisa dioptimalkan dengan berbagai 
teknologi yang ada sehingga inten-
sifikasi pertanian menjadi penting 
dan produksi bisa berlipat,” ujarnya.

“Mudahan kita bisa swasemba-
da di beberapa produk. Saat ini su-
dah swasembada cabe, sayuran, 
kangkung dan sawi. Semuanya tidak 
kita datangkan dari luar,” paparnya. 

Menurutnya, potensi pertanian di 
Tarakan sangat memuaskan. Ter-
bukti, dengan minimnya pemberi-
taan pentani gagal panen. Terlebih, 
di Tarakan tidak memiliki cuaca ek-
strem yang dapat mengakibatkan 
kekeringan selama berbulan-bulan.

Sementara itu, Kepada Bidang Pen-
yuluhan, Pertanian Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Pertanian Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian 
Kota Tarakan, Asmuni mengatakan, 
balai ini difungsikan sebagai tem-
pat pelatihan para petani. “Tempat 
pelatihan bimbingan ke petani mem-
berikan pengarahan dan penyuluhan 
kepada petani dalam hal berusaha,” 

ungkapnya.
Pelatihan tersebut meliputi budi-

daya, penelitian, bahkan peningka-
tan usaha bisnis untuk petani. Hasil  
pangan dari Balai Penyuluh Pertanian 
ini, kata dia, juga akan dijual secara 
umum kepada masyarakat. “Hasil 
produksi menghasilkan Pendapat 
Asli Daerah (PAD),”katanya.

Adapun jenis tanaman yang di-
tanam di Balai Penyuluh Pertanian, 
yakni hortikultura dan perkebunan. 
Tanaman perkebunan seperti sawo, 
rambutan, jeruk dan lain sebagain-
ya. Sedangkan tanaman hortikultura 
meliputi sayuran, kangkung, dan lain 
sebagainya.

Dia berharap Balai Penyuluh Perta-
nian dapat menjadi contoh bagi mas-
yarakat untuk mau memulai kegiatan 
pertanian. “Luas kebun contoh ini 
500 meter persegi tidak sampai satu 
hektar. Namanya kebun contoh, kita 
berharap ini dapat jadi contoh mas-
yarakat. Kalau pola penanaman ini 
bisa di bawa di rumah dengan me-
manfaatkan lahan lahan yang ada,” 
pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika

ADE/MKR

Wali Kota Tarakan, dr Khairul saat meresmikan Balai Penyuluh Pertanian. 

Hari Pangan Sedunia di Tarakan: Khairul 
Resmikan Balai Penyuluh Pertanian 
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TARAKAN - Masyarakat di seluruh 
Indonesia tak terkecuali di Kota Tara-
kan dalam beberapa hari ini dihe-
bohkan oleh isu beras yang diduga 
mengandung bahan plastik. Hal ini 
buntut beredarnya video yang mem-
perlihatkan beras diduga plastik di 
wilayah Aceh.

Menanggapi hal tersebut Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian 
Kota Tarakan memastikan tidak ada 
beras sintesis yang mengandung ba-
han plastik beredar di Tatakan. Hal 
tersebut dipastikan setelah pihak-
nya melakukan pengawasan secara 
langsung dibeberapa toko beras yang 
ada di Kota Tarakan.

“Itu isu yang dibuat orang iseng 
aja, selama ini teman teman di bidang 
ketahanan pangan selalu mendeteksi 
beras, apakah ada kutu, apakah ada bah-
an pengawet dan lain sebagainya. Tidak 
hanya beras Bulog namun juga beras 
lainnya.  Selama ini kami tidak temukan, 
baik melalui uji lab ataupun secara kasat 
mata,” ucap Kepala Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, 
Elang Buana , Selasa (24/10/2023).

Elang mengatakan tidak mungkin 
seseorang memproduksi beras plas-
tik. Sebab, biaya produksinya lebih 
tinggi. Dia memastikan bahwa isu 
itu hoax atau berita bohong. Untuk 
itu, Elang menghimbau masyarakat 
tidak perlu khawatir sebab pihaknya 
rutin melakukan pengecekan.

Dia mengatakan ketersediaan stok 
beras di Tarakan relatif aman. Bah-
kan, stoknya aman hingga tiga bulan 
ke depan. “Di Tarakan ini tiga atau 
empat bulan ke depan beras pasti ada. 
Itu hanya dari Bulog saja belum yang 
lain,”tegasnya.

Kendati demikian, dia tak 
menampik bahwa 98 persen kebu-
tuhan beras di Tarakan masih ber-
gantung kepada wilayah Jawa dan 
Sulawesi. “Sekitar 98 persen kebu-
tuhan beras masih bergantung pada 
Jawa dan Sulawesi. Produksi beras di 
Tarakan masih sangat sedikit hanya 
cukup untuk 5 hari,” kata Elang.

Elang menuturkan, jika Tara-
kan ingin swasembada beras maka 
diperlukan 3500 hektar lahan dengan 
lima kali panen dalam dua tahun. Dia 

menyebut di Tarakan memiliki ribuan 
hektar, hanya saja belum dimanfaat-
kan untuk pertanian beras karena 
minimnya peminat. Menurutnya, 
Tarakan memiliki cukup air yang dib-
utuhkan untuk dapat meningkatkan 
produksi pertanian beras. Hanya saja 
para petani lebih memilih komoditas 
lain untuk ditanam.

“Para petani lebih banyak memi-
lih komoditas mana yang lebih 
untung. Jadi lebih memilih petani 
sayur dibandingkan dengan petani 
tanaman pangan. Lebih banyak 
keuntungan petani sayur sehingga 
banyak petani memilih itu,” ucap-
nya. Alasan lainnya mengapa petani 
di Tarakan lebih memilih menanam 
komoditas sayuran ketimbang ber-
as, lanjut Elang, karena masa panen 
yang lebih cepat sehingga perpu-
taran keuangan bisa lebih cepat. 
“Selain itu, produksi beras membu-
tuhkan proses yang lebih panjang,” 
pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
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Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Elang Buana. 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 
Pastikan Tarakan Bebas dari Beras Plastik 
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TARAKAN - Kepala Lapas Kelas 
IIA Tarakan resmi berganti, dari 
Mohammad Ridwantoro ke Sutar-
no. Pergantian itu dilakukan melalui 
kegiatan Lepas Sambut yang digelar 
di Halaman Lapas Kelas IIA Tarakan, 
Selasa (24/10/2023) sore.

Usai ditetapkan sebagai Kepala 
Lapas Kelas IIA Tarakan yang baru,  
Sutarno menyebut akan melakukan 
maping guna menentukan persoa-
lan mana saja yang perlu didahulu-
kan. “Kemudian yang jelas bahwa 
hak hak narapidana yang memenuhi 
syarat akan kita berikan sepenuhn-
ya,” ucapnya, Selasa (24/10/2023).

Dia menyebut akan melanjutkan 
program sebelumnya yang memberi 
dampak positif. Dia tak menampik 
salah satu kendala yang dialami 
Lapas di seluruh Kalimantan ialah 
over kapasitas. Untuk itu, Sutarno 
merencanakan akan melakukan pe-
mindahan tahanan jika pembangu-
nan Lapas di Tanjung Selor sudah 
dikerjakan. Hanya saja, dia enggan 
memberi kepastian kapan Lapas itu 

akan dibangun sebab masih menung-
gu informasi dari pusat.

Sutarno menuturkan, pihaknya 
akan melanjutkan pembangungan 
peninggian pagar. Namun, pihakn-
ya masih menunggu anggaran dari 
pusat. Hal ini menurutnya perlu 
dilakukan mengingat pagar yang ada 
di Lapas Tarakan terbilang rendah 
sehingga sangat beresiko. “Anggaran 
masih nunggu tahun depan apakah 
disetujui atau tidak nanti dari pusat. 
Tapi tetap akan kita upayakan untuk 
menambah kawat duri,” ungkapnya.

Dia menegaskan pihaknya akan 
berkomitmen untuk melanjutkan 
program program yang sempat ter-
tunda. Untuk itu, dia berharap sin-
ergitas seluruh pihak untuk mewu-
judkan program tersebut. Menurut-
nya perlu ada keselarasan visi dan 
misi guna memajukan Lapas Kelas 
IIA Tarakan. Dia optimis segala per-
soalan yang ada di Lapas Tarakan 
akan segera diatasi jika ada kerjasa-
ma semua pihak.

Saat disinggung terkait banyaknya 

narapidana kasus narkoba di Lapas 
Tarakan, dia menjelaskan ada wa-
cana dari pusat yakni Menkopolhu-
kam bahwa, pengguna narkoba akan 
diberi grasi. Kendati demikian, Su-
tarno menegaskan bahwa hal itu per-
lu asesmen dan rehabilitasi terlebih 
dahulu.”kita masih menunggu tin-
daklanjut dari apa yang disampaikan 
Menkopolhukam,”lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 
IIA Tarakan yang lama, Mohammad 
Ridwantoro mengucapkan selamat 
bertugas kepada Kalapas yang baru. 
Dia berharap semoga Kalapas yang 
baru mampu menjalankan amanah 
dengan semaksimal mungkin. “Se-
moga Kalapas Tarakan yang baru 
semakin baik dan tambah baik,” 
ungkapnya. Diketahui, Mohammad 
Ridwantoro akan berpindah tugas 
sebagai Kepala Bidang Keamanan di 
Kanwil Aceh. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
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Lepas Sambut Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan.

Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan Resmi Berganti, 
dari Mohammad Ridwantoro ke Sutarno 


